BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPAT] PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PFEMERINTAH KABUPATEN PADANG FARIAMAN

Menimbang ;

Mengingat:

DENGAN REAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran melaksanakan tugas, pegawai ASN wajib
mematuhi ketentuan;

bahwa untuk mewujudkan Pegawal Negen Sipl vang
berintegritas moral, professional, akuntabel dan disiplin
diperlukan peraturan tentang tats cara pelaksanaan disiplin
Pegawai MNegeri Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propmsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 2494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558Y) sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Perimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5210);

5. Peraturan ...



Menetapkan:

5]

Feraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Mepara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Normor 11
Tehun 2017 tentang Manajemen Pegawai Wegeri Sipil
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia domor
BATF:

Perafuran Pemenntah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Managjernen Fegawas Pemerintah Dengan Ferjanjian Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2012 Mamor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
H264);

Peraturan Pemerintah Momeor 30 Tahyn 2019 tentang
Penilawan Kinerja Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Mepara
Fepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik [ndonesia Nomor 63404,

Feraturan PFemerintali Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawsi MNeperi Sipil (Lembaran Negara Republik
[hdonesia Tahun 2021 MNomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6718);

Peraturan Daerah Kabupalen Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembettukan dan Susunan Peranpkat
Craerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor ¥ Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Deerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Ferangkat Daerah;

MEMLTUSKAN:

FERATURAN BUFATI TENTANG TATA CAEA PELAKSANAAN
DISIPLIN PEGAWALI NEGERL SIPIL DI LINGKUNGAN
FEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

BABT
RETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaien Padang Panaman

2. Pemerintah Daerah adelah Bupati beserta Perunglkat Daerah sebapai unsur
Pernyelengeara Pemenntahan Daerah.

Bupati adaiah Buputi Padang Panaman.

4. Perangkat Daerah adalab Perangkat Dacrah yang berada di Lingkungat
Femerintah Kabupaten Padang Fariaman.

5. Badan Kepepawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia yang
selanfutnya disingkat BKP3DM adalah badan yang menyelenagarakan
urusen pemerintgtan di bidang kepegawaian dan pengembangen sumber
dava mantsia,

6. Badan ...
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Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat
BPASN adalah badan wang herwenang menerima, memeriksa, dan
mengambil kepurusan atas Banding Administratif,

Pegawai Megeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentiy diangkat sebapai Pegawai ASN
secara fetap oleh Pejahat Fembina Kepegawamn untuk menduduki jabstan
Pemenntahan.

Pegawal Pemenintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warpa negara [ndonesia yang memenuhi syarat tertentu, vang
fiangkat berdasarkan pedanjian kena untek janpka waktu tertentu dalarn
rangka melakganakan tupas pemerintaban.

Pejabat Pembina Kepegawalan yang selanjutnya disingkat PPK adaleh
Pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian Pegawal ASN dan pembinaan manajemen ASN
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

FPejabat yang Berwenang menghukum selanjutnya disinpkat PYE adaiab
pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin
kepada Pegawad ASN vang melakukan Pelanpgaran Disiplin.

Jabatan adalah keduduken wvang menunjukkan fungsi, rupas, tanpgung
jawab, wewenang dan hall seorang Pegawai ASM dalam suatu satuan
organtsasl.

Jabatan Fimpinan Tinggi yang selanjutnva  disingkat JPT  adalah
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah,

Jabatan Administrasi yang selanfutnya cdisingkat JA adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tuges berkaitan dengan pelavanan puhlik
serta administrasi pemerititahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASH yang mendudulki JA pada instansi
pemerintah,

Jabatan Struktural adalah kedudukan vang menunjukan tupas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negerd Sipil dalam ranghka
mMeTnimpin suaty sailylan organisas ncgara,

Jabatan Fungsional yang selanjutntya disingkat JF adalah zekelompalk
Jjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
vang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawal ASN yvang mendudoki JF pada instans
pemerintah,

Dimiplin PMS adalah kesanggupan PH3 untuk mentaat kewajiban dan
menghindan larangan vang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan danfatau peratiutan kedinasan yvang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatubi hukuman disiplin.

Pelanpgaran Disiphin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASNW
vang btidak menaati kewzylban dan/fatau melanggar larangan ketentoan
disiphn ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di lnar jam ketja.

Hukuman [hsiphn adalah hukuman yang dijatchlkean oleh PYR kepada
Fegawai ASN vang melanggar ketentoan peraturan disiplin Apararar Sipil
Megara,

Masuk ketja adalah keadaan melaksanakan tugas bailke di datam maupues O
fuar kantor,

22, Hari Kena .,
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Harl Kerja adalah hari vang digunakan untuk mengalankan lugas pokol
dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik
maupun pelavanan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kegatan Eutin Daerah adalah Apet Senin Pagi, Apel Gabungan, Upacara,
Jenam dan Wirzd

Hadir Kera adalah keadaan masuk kerja pada hari kepa dalam
menjalanken tugas pokok dan fungsi tupas kedinasan lainnya yang
diketahui atasan.

Terlambat Masuk Kerja adalah datanp tidak tepat pada waktu sesuai
dengan jadwal kega yang ditentukan.

Cepat Pulang adalah pulang tidak pada waktu yang telah ditetaplkan,

Perlruatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tndakan yang dilakukan
oleh PN3S stau tidale melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diurapkan dihadapean atau dapat
didengarkan ¢leh vrang lain seperti rapat, c¢eramah, diskusi, melalui
telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

Tuhlgan adalah pernyataan pikiran dan/fatau perasaan secara tertulis baik
dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan
dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Dampak Negatil adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat,
mattabal, citra, kepercayaan, nama bailk, dan/atan mengeangeu kelancaran
petaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/fatau pemerintah fnegara.

Banding Administratif adalah Upaya Administratf vang dapat ditempuh
oleh PM53 yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berups
pemberhentian  dengan hormat tidak atas permintaan  sendinl atal
pemberhentian tidak dengan hormat sebapai PNS vang dijatubkan oleh
pejabat vang berwenang menghukum, kepada Badan Perbimbangan
Kepogawaian.

Upava Administratif adalah prosedur yang dapat ditemnpuh oleh FNS yang
tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding adoministracil,

Keberatan adalab Upayn Administratif yang dapat ditempuh oleh PHNS vang
tidale puas terhadap Hukurman Disiplin vang dijatihkan oieh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejahat  yang  berwenang
menghukum.

Janks Adwunistrabf adalali tindakan vang diberikan kepada PNS vang
terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
zelain peraturan mengenai disiplin PNS,

Unit Kerja adalah satuan kerja atasan lanpsung sebagai tempat FM3E yang
bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

Atasan Langsing adalah pejabat atasan dari Pegawai Neperi Sipil yang
diperiksa.

Argsan Pejabat vang berwenang menghukum adalabh atasan Tangsung dari
pejabat yang berwenang menghulium.

Tim Pemeriksa adalah dm yang dibentuk oleh pefalsar vatig berwenang
membentulk Tim Pemerilksa dengan surat perintah untuk melakukan
perneniksaan tethadap FNS wvang diduga melakiukan pelanpesran disiplin
dengan ancaman Huokuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

39, Froses ...



39. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah ranakaian kegiatan mulai dari
pemangpisn sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin
ditetaplkan.

Fasal 2

1) Malsucl dan Peraturan Bupati ini scbagai pedoman teknis bagl pejabat dan
Pegawal Negen Sipil yang berkepentingan dalam menegakan aturan disiplin
bagl Pegawai Negeri Sipal.

(2} Tuwuan Peratyran Bupati ini adalah untuk menepakan  tilai-nila
kepatuhan, loyalilas, dedikasi, dan keardilan dalam upaya menciptakan
Fegawai Negeri Jipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan
inovatil, sehingga terwujodnya Pegawai Negerl Sipil yang produktif dan
berkinerja tinggi.

Fasal 3

Fuang limgkup Peraturan Bupati ini melipati;
a.  kewafiban dan larangamn,

b, hukuman disiplin;

¢. pejabat yane berwenang menghukum,

d. wate cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuban, dan penyampaian
keputusan Hukuman Disipling

¢, berlakunya keputusan Hukuman MMsiplin, hapusnya kewajiban menjaiani
Hiukumaii Disiplin, dati hak-hak kepegdwaian; dan

f.  pendokumetitasian Hukuman Disiplin.

BAB H
KEWAJIBAN DAN LARANCGAN

Bagian Kesatu
Limum

Pasal 4

(1) FMNS wajib menaati kewajiban dan menghindan laraogan.

(2) Hetentuan sebagaimana dimaksad pada ayat (1) berlaku baik di dalam
maupun di luar jam kerja. '

Bapian Kedua
Kewsajiban

Pasaal 5

PNS wanhs

&, uetia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negata
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah

b.  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan ...



¢, melaksanakan kebijakan vang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang
berwenang;

d. menaati Ketentuan peraturan perundang-undangsrn;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penub pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan rFangpung jawats,

. menunjukkan intepritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan:

g. menyvimpan rahasia [abatan dan hanva dapat mengemukakan rahasia
jabatan stsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.  bersedia diternpatkan di seluruh wilavah Negara Kesatuan Republik
Indonesta.

Pa=zal &

Belain memenuhi kewajiban sebagairmana dimaksud dalam Fazal 5, PNS wajib:
a. menghadin dan mengucapkan sumpah/janj FNS;
k. menghadin dan mengucapkan sumpsh /janii jabatan;

c. mengutamakan lkepentingan nepara dard pada  kepentingan  pribadi
sesearang, dan/atau golongan;

d.  wmelaporkan dengan segera kepada atasannya apabila menpetahui ada hal
yang dapat membahayakan leamanan negara atau merugikan keuanpan
NCEara;

¢. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g  menggunakan dan memehhara barang milik negara dengan scbhaik-baiknya;

h.  memberikan  kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kEpmpetensi; dan

i.  menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
kecusli penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan.
Bagian Ketiga
Lavangean
Pasal 7
PNS dilarang:

a. menyalahpunakan wewenang;

b, menfadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/fatau orang
laitr dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi
kanflik kepentingan denpgan jabatan;

¢.  menjadl pegawal atau bekena untuk negara lain;
d. Dbekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa
tlitugaskan cleh Pejabat Pembina Kepegawaian,

e bekerja ..



(1)

[2]

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadava
masyarakat asing kecuali ditugaskan pleh Pejabat Pembina Kepepawaian;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menvewakan, atau
meriniamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau
surat berharga milik nceara secara tidak sah;

melakukan pungutan di Juar ketentuan;

melakiikan keplatan yang merugikan negara;

bertiindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

menpghalanpgi berjalannya tugas kedinasan;

menerima hadiab yang berhubungan dengan jabaran dan/atau pekerjaan;
memittta seadatu yang berhubungan dengan jabatan;

melakukan tindakan atauw tidak melakukan  tindakan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

membertkan dukungan kepada calan Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Diaerah/Wakil Kepala Daerah, calon aopgota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Dacrah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Ralorat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanve;

2, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNE;

sebagal peserta kampanye dengan mengerahkan PHS lain,
sehagai peserta kampanye denpan menggunakan fasilitas negara;

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atay
merupikan salah satu pasangan calon zebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye,

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon vyang menjad peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputt pertemuan, ajakan, himbauan,
geruan, atéu pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan wnit
kepanya, angeota keluarga, dan masvaralear, dan fatau

7.  memberikan surat dukungan disertai forokepi Kartu Tanda Penduduls
atau Burat Keterangan Tanda Peneluduk,

BAE TII
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Lmum

Fasal B

PM3 yang tidak menpaatl kewajnban scbhapaimana dimaksud dalam Fasal S
dan Pasal & serta [arangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi
Hukuman [Thsiplin.

Jetiap Pelanggatan Dhsiplin oleh PNS vang berupa ucapan, tulisan, arau
perbuatan FN3 baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi
Hukuman Disiplin.

(3] Contoh ...



(3] Contoh kasus pelangearan yvang tetjadi di dalam maupun di luar jam kerja
yang dyatuhi Hukuman Dhsiplin sebagmimana dimaksud pada ayat [2)
tercantum  dalarmm  Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidek
terpisazhkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasai 9

PN3 vang melangear ketentusn Pemenntah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawiman dan Perceraian bag Pegawal Negen Sipil (lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1983 Momor 13, Tambahan lembaran Nepara Republik
[ndonesia Nomer 3230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinfah
Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentarng kzin Perltawinan dan Percernian bagl Pogawal Nepert Sipil
[Lembaran Negara FEepublik Indonesia Tahun 1990 WNomor 61, Tambahan
letnbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3424, dyatuhi salah satu jenis
Hukuman Disiplin Berat.

Baman Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Digiplin

Pasal 10

[1] Tingkat Hukuman Disiplin terdin atas:
a. Hokuman Disiplin rimgan:
. Hukuman Disiplin sedang; dan
¢. Hukuman Disiphn berat.

(21 Jenis Hukuman [hsiphn nngan sebagaimana dimaksud pada avat (1] hureaf
a, terdiri atas:

a. teguran lisan;
I+ teguran Eerrulis; dat
o,  pemyataan tidak puas secara tertulis.

(3} Jenis Hukwrman Thaiplin sedang sebagaimansa dimeaksud pada ayat [1) huruf
b, terdiri atas:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahun;
B penundaan Renailan pangkar selama 1 [(satul) tabun: dan
¢ penurunat pangkat setingkat lebibh rendahb selama 1 [=ata) tahun,

(4)  Jenis Hukuman Disiplin berat sebapaimansa dimaksud pada avat (11 huruf
c, terdin atas;

4, penurunan jabatan setingksat lebih rendah selama 12 [dua belas) bulan;

b. pembebasan dar jabatannya menjadi jabatan pelak=zana selama 12
{dua belas) ulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat hdak atas permintaan sendiri sebagai
FNS.

Bagian ...



(1]

(2]

Bagian Ketiga
Jenia Pelangparan dan Hukuman Disiplinnya

Paragraf !
Hukuman Disiplin Ringan

Pazal 11

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkat kepada PNS yang:

g.

melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja
TARE BETupa;

1.

médaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabar pemerintah
vang berwenang;

2_menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

.melaksanakan tugas kedinasan denpgan  penuh pengabdian,

kejujuran, kesadaran, dan tangging jawab;

-menunjukkan integritas dun keteladanan dalam sikap, perilaku,

ueaman, dan tindaksan kepada setiap orang, baik di dalam mauvpun di
luar kedinasan;

-menyimpan rabasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan

rahasia jabatan sesual denpan ketentuan peraturan perandang-
drndangan; dan

. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Megara Kesatuan Republik

Indonesia.

tidalr memenuhi ketentuan, vang memiliki Dampak Negatif pada Unit
Kea:

1

cmengutamakan kepentingan negara darl pada kepentingan pribads,

zseseorang, dandatau polongan,

.mengeunakan dan memelibara barang-barang milik negara denpan

zebaik-baiknya,; dan

.memberikan kesempatan kepada bawshan untuk mengembanplati

Kompetensi.

tidak memenyhi ketentyan Magubk Kenqa dan meéneats jam kena, yang
bBerdampak pada Umt Ketja, dengan ketentuan ssbagai berikat;

. PNS yang tidak Masuk Kena tanpa alasan vang sah selama 3 [hipa)

hari Keqa dalam 1 [satu] tabiun begalan dyatuh Hukuman Dhsiplin
berupa teguran lisan;

. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 {empat)

sampal dengan & [enam) hari kerja dalam 1 (satu) tabun berjalan
dijatuhi Hukumean Dhgiplin berupa teguran tertulis; dan

PHE yane tidak Masuk Kera tunpa alasan vang sah sclama 7 (tujuh)

sampai dengan 10 (sepuluhl han kenga dalam 1 [satu) tahun begalan
dijatuhi Hukuman Disiplin herupa pernyataan tidak puas secars
tertuiiy,

Contoh pelanggaran  terhadap kewajiban bMasuk Hega dan menaatt

ketentuan jam kena sebagaimans cdimaksud pada ayat (1) huruf c

tercantum  dalam Lampiran-Angka 2 yvang merupakan baman tdak
terpizsahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3] Hukuman ...



(3

(1]

Hukumen Lhsiplin ringan dijatuhkan kepada PNG yang melanggar larangan
vang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:

=

memiliki, menjual, membeli, mengeadaikan, menvewakan, atau
meminjamlcan barang haik bergerak atan tidak bergerale, dokumen,
atan surat berharpa milik negara secara tidak sah;

mefakukan kegiatan yang merugilkan negara;

berundak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
menghalangi berjalanniya tugas kedinasan.

Paragrafl 2
Hukurnan Chsiplin Sedang

Pagal 12

Hukumarn Disiplin sedang dijatubkan kepada PNS yang:

=

melanggar kewanban menjaga persatuan dan lesatuan banpsa vang
milika darnpak Nepatif pada Unit Kerja dan/fatay instanst PNS yvang
bersangkutan.

melanggar kewajiban vang memiliki Dampak Negatif padz instansi PHS
yang bersangkulan yvang Derupa;

]

q.

cmetaksanakan kejakan vang ditetapkan oleh pejabat pemerintah

yang bcrwenang;

. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

. melakzanakan togas kedinasan yang dipercayvakan kepada PNS

dengan penuh pengabdian, kejujuran, hesadaran, dan tangpung
jawab;

menunukkan integntas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
Ucapan, dan tindakan kepada setiap crang, baik di dalam maupun di
luar kedinazan;

. menyimpan rahasta jabatan dan hanva dapal mengemukalkan

rahasia jabatan sesuai dengan Ketenluan peraturan perundang-
undangan; dan

. bersedia ditempathan & seluruh wilayah Negara Hesatuan Republik

Indone=ia.

trdak memenuhi ketentuan:

1.

menghaditi dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang
sab;

cmenghadini dan mengucapkan sumpah/janj: jabatan tanpa alasan

yang sah; dan

.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat vang berwenang hagt

pejabat administrator dan pejabat fengsional,

tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada
instansi yang bersanpgkutan:

1,

menpgutamaksn kepentingan negara dar pada kepentingan pribacli,
sageorang, dan/aran golonpan;

2. melaporkan ...
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2, melaparkan dengan sepeta kepada atasannyva apabila mengetahui
ada hal vang dapat membahzvakan keamanan negars  aral
merugikan kevangan negara;

3. menggunakan dan memelihara harang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya; dan

4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
Kotmpetensi, sesual contoh kasus sebagaimana tercantum dalam
Latmpiran-Angka 3 yvang merupakan bapian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

tidak memenuhi ketentuan Masuk XKenja dan menaati ketentuan jam
kerja dengan ketenbian sebagad berkut;

1. PN3 yang tidak Masuk Kepa tanpa alasan vang zah selama 11
|sebelash sampal dengan 13 [tiga belas) hari kerja dalam 1 {satu)
tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa  penundaan
kenaikan gaji berkala selama 1 [gatu} tahun;

2. PN5S yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan vang sah selama 14
iempat belas] sampai dengan 16 {¢nam belas) har kerja dalam 1
(satu) tahun berjalan dijatuhi Hulkuman Disiplin berupa penundaan
kenaikan pangkeat selama 1 {satu) tahun; dan

3. PN3S yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan vang sah selama 17 (rujuh
belas) sampai dengan 2{ [dua puluh] hari Kerja datam 1 (satu) tahun
berjalan dijgtuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lehih rendab selama | {saty)] tahun,

Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan  menaati
ketentuan jam kerja =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) humif e
tercantum dalam Lampiran-Angka 4 yvang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Hukutnan Disiplim  sedang  dyatuhkan kepada PNE  vang melanggar
ketenttuan larangan:

q,

13

vang memilikl Dammpak Negatif pada instansi yang bersangkutan vang

berupa:

1. memiliki, menpual, membeli, mengpadaikan, menyewakan, wtau
meminjamkan barang-harang baik bergerak atau tidak berperak,
dokhutnen ataul surat berharga milik negara secara tidak sah;

2_melakukan kepiatan yang merugikan negara;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

4. melakukan tindakan atan tdak melakukan tindakan yanpg dapat
mengakibatkan kergian bag yang dilayani; dan

5. menghalangi betjalannya tugas kedinasan.

melakukan pungutan di luar ketentuan yang mermliki Dampak Nepatif
pada Unit Keja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan

memberikan dukunpgan kepada calon Presiden/Wakil Prezsiden, calon
kepala daerah /waki] kepala daerah, calon anpgota Dewan Perwakilan
Rakyat, calon anggota Dewan Porwakilan Daeerah, atau calon anggota
Derwan Perwakilan Rakyat Dzerah dengan cara menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atay acribug PN32,

Paragraf 3 ...
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Faragraf 3
Hukurman Disiplin Berat

Pasal 13

Hulkuman Disiplin berat difatuhkan kepada PNS yang;

a.

nelanggar kewayihan sefia dan taal sepenuhnya kepada Pancasila dan
Lindang-LUindang Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemenintah, yang memiliki Dampak
Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/ataun Negara,

melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatil pada négara vang
herupa:

1, metjaga persatuan dan kesatuan bangss;

2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yvang berwenang,

3. menaali ketenfuan peraniran perundantg-undangan:

4. melaksanakan tugas  kedimasen  dengan  penubh penpabdian,
kejururan, kesadaran, dan tanggung jawab;

ucapan, dan tindakan kepada =zetiap orang, baik di dalam maupun di
luar kedinasan;

& menvimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undargan  terrmaswk menpunjung  tinpgl  kehormatan  negara,
pemenntah, dan martabat PHS; dan

7. bersedia ditempatkan di seluruh wilavah Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

tidak memenuhi ketentgan, vang memiliki Dampak Negatil pada
negera dan/atau pemerintah yang berupa;

1. mengutamakan kepentingan nepara dan pada kepentingan pribads,
sesecrang, danfatau golongan; dan

2_melaporkan dengan =zegera kepada atazannya apabila mengetatiui
ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara ataul
tnerugikan keuangan tiegara.

tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayasn kepada pejabat
vang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang difakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnyea.

tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam
kerja dengan ketentuan sebagai herilogt:

1. PN3 yang tidak Masulk Kera tanpa alasan yang sah selama 21 (dua
puluh satu)] sampan dergan 24 {dua puluh empar) har kena dalam 1
{zatu)] tahun beralan dipatuhi Hukuman Dhsiplin berupa penurunan
jahatan setingkat lebih rendah selama 12 [dua bela=) bulan;

2. PNS yang tilak Masuk Kera Lanpa alasan vang sah selama 25 (dua
puluh hma) sampal dengan 27 (dua puluh tujuh) har kerja daiam 1
{salu] tahun bepalan dyatuln Hukuman Desipling berupa
pembebasan dati jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12
{dua belaz) bulan;

3. PHS .,
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3. PS5 vang tidak Masuk Kera tanpa alasan yang sah =elama 28 (dua
puluh delapan] han ketja atau lebih dalam 1 [garu] tahyn berfalan
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembethentian dengan hormat
tilak atas pertnintaan sendin sehagat PNS; dan

4, PMNS yang tidak bMasulk Kega tanpa alasan yang sah secara terus
meperls selama 10 [sepuluhl han kena dyasubl Hukuman Disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiv
sebagzai PMNE.

f  tidak memenuhi ketentuan meneclak sepala bentuk pembetian vang
berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
ketetituan peraturan perundang-undanga.

Contoh  pelanggaran  lerhadep Kewapben Masuk KEea dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huorof e
tercantum  dalam Lampiran-Angka 5 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Contoh kasus tidak memenuhi ketentuan menolak segala hentule pemberian
sebapaimana dimaksud pada avat (1] buruf § tercantum dalam Lampiman-
Anghka & yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Imil.,

Hukuman Disiplin beral dijaiubhkan kepada PN3S vanp melangear larangan
vang berupa.

4. menyalahpunakan wewenang;

b, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi danfaisy
orang lain dengan mengpunakan kewenangan orang lain vang diduga
terjadi konflik kepentingan dengan jahatan;

c. mmenjadi pegawail atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga
atay organisasi internasional tatipa izin atauw tanpa ditugaskan oleh
FPR;

d. bekepga pada perusshasn asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya maszyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

e.  yvang memililki Dampak Negatif pada negara dan/atan pemerintah vang
berupa;

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menvewsakuan, wtau
meminjamkan barang-harang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak =ah; dan

2. melakukan pungutan di luar ketentuan.

.  menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan danfatau
peleiaar;

meminta gesuatu yang berhubunegan dengan jabatan: dan

tra

h. membenkan dukungan kepads calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, calon angeota Cewan Peraakilan
Fakvat, calon angpota Dewan Perwalilan Daerah, atau calen anpgota
Dewan Perwakilan Bakyat Daerah dengan cara:

1. sebapai peserta kampanys dengan mengerahkan NS lain;
2. sebapgai peserta kampanye dengan mengpunakan fasilitas negara;

3. membuat keputusan danfatau tmdakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan =esudah
masa kampanye;

. mengadakan ...
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4. mengadakan keglatan vang mengaral  kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon vang menjadi peserta pemily sebelym,
selama, dan seswdah masa kampanye meliputi pertemuoan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lmgkungan Unit Kerjanva, angzote kehlarga, dan masyarakat;
dan/fatau

3. memberikan  surat  dukungan dizertai fotokopi Kartu Tands
Pendudulk ataw Surat Keterangan Tanda Penduduylk:.

Pasal 14

PN3 yang bdak Masuk Kerja dan tidek mepaati ketentuan jam kerja tanpa
alasan yang sah secara terus menerus selama 10 {sepuluhl har kerja,
dihentikan pembayaran pajinva sejak bulan benloutnya.

Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak
menaati ketentuan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak
petly meanunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Fasal 15

Felanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam
kena dihitung secara kumulatf sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu
mulal bulan Januari sampai dengan bulan Resember dalam tahun yang
bersanghkutan.

Fenjatuhan Hokuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat  dari
Hukuman Digiphn yang telah diyatuhkan sebelumnya, apabila pomlab bdak
Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah
ditentukan.

Fasal 16

Selain ketentuan hukuman digiplin ringan =zebapaimana dimaksud dalam
Pasal 10, penjatuhan hukuman disiplin ringan jupa dilrerikan kepada PNS
yang tidak mengikuti kegiatan rutin daerah.

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada avat (1] adalah berupa:

a. teguran lisan bagt FN3 yang tidek menghadin kegiatan rutin daerah
bagi PHN3 sebagaimana climaksud pada ayat (1) tanpa alasan vang sah
gecara kumulakil selama 3 [tiga) kali dalam 1 {satu} hulan;

b teguran tertulis bagl PNS vang tdak menghadini kegiatan rutin dacrah
bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 4 [empat] satnpail dengan & (enam) har kerja
dalam 1 [aaty)] Bulan: dan

£.  pernyataan tidak puas sccara tertulis bagi FNS yang tidak menghadin
kegiatart rutin daerah bagi PNS sebagaimana dimakzud pada ayat {1}
tanpa alasan vang sah secara kumuolatil selama 7 [tujub) sampai
dengan 5 {sembilan) hari keja dalam | [satu)] bulan.

BAE [V,
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PEJARAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Bagian Pertama
Frjabat yang Berwenang menghukum pada
HKabupaten Padang Parnaman

Pasal 17

PEK berwenang menstapkan penjatuban Hukuman Disiplin bagi:

q.

b

Pgjabat Pimminan Tingg Pratama di Iimgkungannya, untuk jenis Hukuman
Disiplin ringan, sedang, dan berat;

Pejabat Fung=sional jenjang Ahli Utama di lingkungannya. uniuk Hukuman
Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingloat
lebih rendah selama 12 (dua belas] bulan dan pembebasan dari jabatannya
eerjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas] bulan;

Pejabal Administrater ke bawah di hingkungannya, untuk jenis Hukuman
Dhsiptin sedang dan berat; dan

Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjamg Ahlh Utama di
lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atap pejabat lain yaop setara berwenang
menjatuhkan Hukuman Disiplin:

d.

b.

(1}

(2}

[3)

ringan bagi PHN3 di lingkungannya yang berada 1 {satu) tingkat di
bawahnya,

sedang bagl PNS di lmgkunpgannya yang berada 2 [dua) tingkat di
bawahnya; dan

nngan dan sedang bagi Pejabat Fungsional i lingkungannya.

Pasal 19

Pejabat  Administrator atau pejabat  lain  vang setara berwenang
menjatuhkan Hukuman Disiphn:

a. rmingan bagi PNS vang berada | (satu) tingkat di bawahnya dan bagi
Fejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan

k. sedang bagi PNS vang herade 2 (dual tingkat di bawahnya dan bagi
FN3 yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di
linpkunpannya.

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersehut,
Fejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan
Hukuman Disiplin ningan bagi PNS vang berada 1 (satu) tingkat &
bawahnya.

Pejabat Fungsional jenjang Ahlt Madya sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
ditetapkan dengan keputuszan PPK.

Pasal 20 ...
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Pasal 20

Pejabat Pengawsas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan
Hukumart [hsiphn:

A. rmingan bagi PNS yang berada | [satu] tingkat di bawahnya dan bagi
Petabat Fungsional jenjang Ahli Pertams di lingkungannva; dan

b. rmgan dan sedang bagi PN3 di lingkungannya yang berada 2 (dua)
tingkat dt bawahnya,

Dalam hal tidak terdapat Pgjabat Penpawas pada Unit Kerja tersebut,
Fejabat Funpsional jenjang Ahli Muda rtertentu  dapat menjatuhkan
Hukuman Disiplin ringan bagi PNS wang berada 1 (satu} tingkat i
hawahrya,

Pejabat Fungsional jenjang Ahli Mura sebagaimana dimalezud pada ayat (2)
ditctapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Kedua
Peratuhan Hukuman Disiplin
(Meh Pejabat yang Berwenang Menphukum

Pasal 21

Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman
Digiplin kepada FNS vang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Dalam hal Fejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PMS yang melakukan Pelangparan Disiplin,
pejabat tersebut dijatubi Hukuman Crisiplin oleh atasannya.

Hukuman Dhisiplin yang dijaruhkan kepada Pejabat vang Berwenang
Pfenghukum sebagaimana dimaksud pada avat (2] berupa jenis Hukuman
Dh=iplin vang lebilr berat.

Femjatuhan  Hukuman  Disiplin - kepada Iejabat  vang Berwenang
benghukum dilakukan secara berjenjang.

Penjatuhan Hukuman Disiplin @ kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebapaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakiekan seteleh metalui proses pemeriksaan,

Selamn menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum, atasan dari Pejabat iersebut jupa menjatubhkan Hukuman
Disiplin terhadap PNS yvang melakukan Pelanggaran Digiplin,

Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan Pajabat yang
Berwenang Menghukum sebagaimana dimzksud pada avat [6) tercantum
dalam Lampiran-Angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratutan Bupat ini.

Dalam hal tdak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum,
kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat
vang lehih tingm.

kKondisi tidak terdapat Pejabal yang Berwenang Menghukum gebapgaimana
dimaksud pada ayat (8) apahila terdapat satuan orpanisasi vang pejabatnya
lowong.

Contoh kasus tidak terdapatava Pejabat yang BHerwenang Menghukum
scbagaimana dimaksud pada ayat {9 tercantum dalam Lampiran-Angka 8
rang merupakat bagian tidak terpizsahkan dari Peraturan Bupat ini.

BaB Vv ...
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BAB V
FEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN
PEWNYAMPAELAN KEPUTUSAN HURKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesaiu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 22

PH3 vang diduga melakukan Pelanggaran Diaiplin, dipanggil secara tertulis
untulk dipenksza oleh atasan langsung atan tim pemeriksa,

Pemeanpslan secara tertulis bag PNS yang didupa melakukan Pelanggaran
Diziplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh)] har kega =ebelum tanpgal
petoerksaan.

Dalam hal PHE tidak memenuhi pangmilan sebagaimana dirmaksud pada
avat (2], dilakukan pemanggitan kedua paling tfambat 7 (tujuh) hard Kega
sejak  tangpal sehoarusnya yang berssnghutan dipenksa sesual surat
panggilan yang pertama,

Format =zurat panggian sebagaimana dimaksud pads ayat {1) tercanium
datam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari
Peraturan Bupati ins,

Apabila PN3 vang hersangloutan tidak hadir pada tanegal pemerniksasn
kedua, maka Pejabat vang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman
[haiplin berdasarkan alat buktl dan keterangan vang ada tanpa dilakukan
pemeriksazan.

Contech kasus penjatuhan Hulkuman Disiplin tanpa ditakuakan petoerikaaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} sebapgaimeana eecantum  dalam
Lampiran Angka-10 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Tatza Cara Femerikszan

Fagal 23

Calam menentukan tangpal pemenksaan, atasan langsung atan tim
pemenksa harus memperhatikan waktu  vang  diperlukan  untuek
menyampaikan dan diterimanyva surat panggilan,

Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa
mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh
bahan mengenai Pelanggaran Disiplin vang diduga dilakuhan oleh PHS yang
beraangkutan,

Petmenlosaan hanya diketabhu dan dihadin oleh PNS yang diperiksa dan
pemeTikEa.

Pasal 24

FPetnertksaan Pelanpgaran DeAziplin dilakukan secara tertutup melglui tatap
muka langsung maupun secars vthual.

[2] PNS ...
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PNS yanp diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan vang diajukan oleh
atasan langsungnya ataw Hm pemerksa.

Apabala PNS yang diperiksa mempersulit permmenksaan, maka hal tersebut
dituangkan dalam berta acara pemeriksaan dan menjadi fakeoor yang
memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiphin.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat
sesual dengan conich sehagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 11
yang roeripakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

Berita acara pemetiksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hulkuman
Digiplin yang harus menyebutkan Pelangparan Disiplin yang dilakuakan oleh
PNS vang bersangkutan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung
PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Dhsiplin  berat,
atasan langsung melaporlan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain
vang dituryuk disertal Benta Acara Pemerikzaan untuk membentuk #im
pemerksa.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyats kewenangan untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin  kepada PNS  tersebut merupakan
kewenangan:

a. atasan langsung vatig bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib
menjatuhkan Hukuman Dizipling atau

b, pejabat yang lebih tinggi. atasan langsung wajib melaporkan secara
hierarki disertai berita acara pemeriksaan  dan  laporan  hasil
pemeriksaan.

Contoh kasus penjatuban Hukuman Disiphn cleh Pejabat vang lebih tingpi
dan contoh format laporan hasil pemeriksaan sebapaimana dimaksyd pada
avat [T} huruf b sebagaimana tercantumn dalam Lampiran-Angka 12 yang
merupakan bapian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Apabila pada benta acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat
(9) terdapat informas atau keterangan yvang dianggap tidak sesuai dengan
apa yang diucapkan, maka PN3 vang diperiksa harus memberitahukan
kepada pemeriksa, dan pemerikga wajib memperbatkinya.

Apabila PNS yvang dipenksa rtidak bersedia menandatangani berita acara
pemerksaan, maka cukup ditandatangani oleh  perneriksa dengan
membenkan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa FNE yang
diperikza tHdak bersedia menandatangani benta acara  pemeriksaan
terzebut.

Berita acara pemerksaan yang tdak ditandatangani oleh PNS yang
diperiksa sehagaimana dimaksud pada ayat ((0), tetap dijadikan sebagai
dasar untuk menjatuhkan Hukumarn Disipiin.

FNS yanp telah dipenksa berhak mendapal salinan benta acara
pemenksaan.

NS yang sedang dalam proses pemenbasan karena didupa melakukan
Felanpggaran Chsiplin atan sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak
dapat disetujui untylk pindah instansi,

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Tim Pemeriksaat

Paapl 25

Tim pemenksa dapat dibentuk dalam hal terdapat elanggaran Disiplin
yang ancaman hukumannya sedang.

Tim pemeriksa wajib dibentuly dalam hal terdapat Pelangegaran Disiplin yang
ancaman hukumannya berat,

Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (I} dan ayat {2] dilakukan oleh PPK/Pejabal lain yang ditunjuk.

Pasal 24

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 rerdin dari unsar
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Selain unsur sebagaimana dimalsud pada ayar (1) Um pemenksa dapat
melibatkan pejabar laim yang ditunjulk,

Susunan L pemenksa tordin atas;

a. 1 [satu] orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 [satu] orang Sekretans merangkap anggoia; dan
c. paling kurang 1 {satu) orang anggnata.

Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemerikaa harus memiliki jabatan
paling rendah setinghat denpan PNS yang diperiksa.

Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lenglkap dan
untuk menjamin ohjektivitas dalam pemeriksaan dupesan Pelanggaran
Lhaiplin, atasan langsung, tim pemenksa, atau Pejabal vang Berwenang
Menghukum dapat memintg keterangan dar pikek lain vang terkait.

Tim pemeriksa bersifat ternporer (Ad Hool yang bertupas sampal proses
pemeriksaan terhadap suaty dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilaliulkan
searang PH3 selesai dilak=anakan.

Contoh kasus penyusunan titn pemeriksa dan caontoh format pembentukan
um pemenksa sebagaimana rercanium dalam Lampiran-Angka 13 yang
merupakan bagian ridak terpisabkan dan Peraturan Bupati ini

Pasgal X7

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Bisiplin menduduki rabatan
Sekretaris Dasrah yvang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, vang menjadi
unsur him pemernksa meliputi:

a.
b.

Bupati/Walikota; dan
Pejabat i lingkungan Pemenntah Provins:,

Bagian ...
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Bagian Kcompat
Pembebasan Sementara Dan Tugas Jabatan

Pasal 28

Untuk kelancaran pemeriksaen, PNS yang diduga melakuekan Pelanggaran
Pigiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disipiin berat, dapat
dibebaskan sementara dan tugas jabatarmya sejak yang bersangkutan
diperiksa sampai ditetaplannya Keputusan Hukuman Disiplin.

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakubkan
dalam hal pemeriksasn Pelanggaran Disiplin vang mengganggy berjalannya
ugas kedinasan.

Pembebasan sementara dan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada
arat (1] dibuar sesuai contoh format sebagamana tercantum  dalam
Lampiran-Angka 14 yang merupakan begian tidek terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

PHS vang dibehaskan sementara dar fugas jabatannya, tetap Masuk Kera
dan diberikan hak-hak kepegawsiannya sesouai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Comtoh kasus PNS yang dibebazken sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana tercantum dalam Lampitan-Angka 15 yang merupakan bagian
tidak terptsahlcan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatubhan Hulkuman Disiplin

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang Menghulkum menjatubkan Hukoman Disiplin
berdasarkan hasil pemeriksaan.

Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakulkan unuk memperbaiki
dan mmendidik PHNS wvang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang

hersanpkutan menyveagl dan herdsaha lidak mengulang) serta mernperhaiki
diri pada masa vang akan datans.

Pasal 340

Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat vang Berwenang
menghukunm wajib:

a, mempelajar dengan teliti hasil pemerilcsaan:

b.  memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faloor-faktor vang
mendorong seorang FNS melakukan Pelangearan Disiplin,

¢, menilai hal vang memberatkan atau meringankan dalam penjatuban
hukuman Chisiplin; dan

d. menilal dampak yang didmbulkan dan Pelangeeran Dwiplin vang
dilakulkan.

Dalam keputusan Hukuman Dhsiplin =sebapaimana dimaksud pada ayvat (1)
harus dizebutkan Pelanpgaran [hsiplin yang dilakukan olsh PNS vang
bersangkutan.

(3 Dalarm ...



(3} Dalam hal terdapat PNS wanp melakukan Pelanggaran Disiphn yang
jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-laktor yang
mendorong =erta dampak pelanggaran wvang berbeda, Pejabat yang
Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenta Hukuman DHseplin vang
berbeda, sesua dengan contoh kasus sebagaimana tercanfum dalam
Lampiran-Angka 16 yang merupekan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati in1,

{4] Dalam hal tidak terdapat Pejebat vang Berwenang Menphukum karena
pejabatnya lowonp, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi
kewenangan pejabat vang lebih tinggi.

3] Setigp Perijatuban Flukuman Diaiplin harus ditelapkan dengan kepufbusarn
Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesusl denpan contoh [ormat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 17 yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Fasal 31

FHS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin
berat dan dyatuht Hokuman Dimplm berupa penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan, dapat dimaknai sebagai penurunan jenjang
jabatan atau kelas jabatan setingkat lehih rendah selama 12 [dua belas) bulan.

Pasal 32

Dalarm hat PNS yang menjalani penupasan akan dijatuhi Hukuman D[sip]jn yang
bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani DETIURAESHN, PiMpInan
instansi atau kepala perwalalan mengusulkan penjatuhan Hukwman Disiplin
kepada FPK instansi induknya diseriai berta acara pemernksaan.

Pawal 33

{l] PN3 yang didupa melakukan PFelanggaran Diziplin datt perbustan yang
dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
pidana, tetap dapat dilakulkan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatchan
Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Feraturan Bupati ind,

{21 Dalam hai PN3 yang terindikast melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan pidana  sebapaimana  dimaksud  pada  ayat (1} vang
mengskibatkan pemberhentian tidak dengan hopmal menurut peraturan
perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin
menungeu putusan pengadilan vang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Pertitnbyangan Lalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Fasal 34

{11 Dalam menentukan jenis Hukumarn Disiplin, Pejabat vang Berwenang
Menghukum bharus mempertimbangkan kesesuaian  jenis  peolanggaran
dengan Huluman Risiplin dan dampak dan Pelanggaran Disiplin.

(2] Contah kasus pertmbangan dalam menjatubken Hukuman Disiplin
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 18
yang metupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati i,

[3) Dalam ...
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Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil) pemenbsaan ternyvata melakukan
beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PHNS yang bersangkutan hanya
dapat dijatuhi 1 {satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Conlch  kasus PNS yang melakukan beberapa FPelanggaran Disiphn
sehagaimane dimaksud pada ayart [3) tercantum dalam Lampiran-Angka 145
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturasn Bupari mi.

FWN5S wang pemah duatuhi Hubkuman Desiplin,  kemudian melakukan
Pelanggaran [hsiplin yang silatnye sama, kepadanyva dijatubi Hukuman
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Dusipiin terakhir yang pemah
dijetuhkan kepadanya.

Comtoh kasus PNS vang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian
melakukan Pelanggaran Disiplin vang sifatnya sama sebagaimana dimakaud
pada avat [3) tercanturn dalam Lammran-Angka 1B vang merupakan bagian
tidalr terpisahkan dar Peraturan Bupati (ni.

Ketentuan sebapgaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bapi
Pelanpsaran Disiplin tidak Masik Kerja dan menaats jam kerja,

Pasatbk 35

Penjatubhan Hukuman Msiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan
setingkat lebih rendah berlaku selama 12 {dua belas) alan.

Penjatubhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada aval (1]
mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang
hersangkutan dengan petrsvaratan jabatan yang ditentulan.

Hukuman Disipin yang berupe periutunan jabatan setingkat lebih rendah
sebagaimana ditnaksud pada ayat [1] wanb ditindaklanjuti oleh PPK denpan
menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan,

PSS yang dijatuhi Hukuman Disiplin herupa penurunan jabatan setingkat
lebih rendah gebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diberikan tunjangan
jabatan sesuai dengan jabatan baru vang didudukinya.

Setelah menjalani Hukuman [nsiplin yang berupa penurunan jabatan
aetingkat lebih rendah selama 12 [dua belas] bulan, maka PN yang
bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan vang semyla
didudukinya.

Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau
jabatan lain dilakopkan sesuei dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesuai contoh kasus sebapaimana tercantum dalam Lampiran-
Angka 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan cari Peraturan Bupati
ini.

FNS vang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan
jabratan setingkat lebih rendah selama 12 [dua belas) bulan, kemudian
tligngkal dalam jabalan semula, selingkat, atau jabatan iain wajib dilanilik
tlany diambil sumpeh Ajanpinya.

Hukutman Deuplinn yang berupa penurunan jabatan setingkar lebilh rendah
bagi PHNS vang menduduki Jabalen Pelaksana merupakan penurunan kelas
jabatan setingkat lelxih repdah dari kelas jabatan yvang didudukinya, sesuai
contoh kasug dan contoh format keputusan sebagaimana tercantum dalam
Latmpiran-Angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dars
Peraturan Bupatt ini.

el 39 ..
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Pazal 3G

Penjaruhan Hukuman Disiplin berupa pernbebasan dan jabatannya menjadi
jabatan Pelaksang berlaln selama 12 (dua belas] bulan,

Penjatubhan Hukuman Disiplin sebapaimana dimaksud pada ayat [1]
mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuasian kompetensi yang
bersangkutan dengan pergyaratan jabatan yang ditentukan.

Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dan jabatannya menjacdi
jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wagib
ditindaflanjutd oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan
dalatn fabatan.

PN3 yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya
menjadi  Jabatan Pelaksana selama 12 [dua belas] bulan, diberikan
tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Jetelahy menjalani Hukyman Disiplin pembebasan dan jabatannya menjadi
Jabatan Pelaksana =elama 12 {dua belas! bular, maka PN3 yahg
bersangkutan tidak =eria tnerta kembali kepada jabatan yang =zemula
didudukinya.

Mekaniame untuk duduk kembali ke jabatan vang semula, setingkat, atau
jabatan lain dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangat,

FNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasat
fdari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 {dua belas] bulan,
kemudian dianpkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain
wajily ditantik dan diambil sumpah/janjinya.

Hulkuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya  mernjacds
Jabatan Pelaksana zelama 12 [dua belas) bulan bag PNS yang mendudula
Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas
jabatan terendah yang terdapat padz Instanzi tempat yang bersangkutan
hekerja, sesual contoh kasus dan contoh format keputusan sebapaimana
tercantum dslam Lampiran-Angka 20 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat: ini

Bagan ¥etgjuh
Penvampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Fazal 37

Peryaropaian keputusan Hukurman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yvang
berwenang Menghukum atau perabat lam yang ditunjule.

Pejabat sebapgaimana dimaksud pada ayal (1] memanpggil secara tertulis PNS
varng dijatuhi Hukuman Dasiplin untuk hadir menerioma kepuiasan
Hukuman Disiplin dibuat dengan format sebagaimans tercantum dalam
lampiran-Angka 21 yang meérupakan bagian tidak terpisahlan dan
Peraturan Bupati ini.

Surat panggilan tertulis uniuk menerima keputusan Hukuman Disiplin
dibuat sesual contoh format sebagaicmana teccantum dalam Lampiran-
Angka 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Ini.

{4] Keputusan ...
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Reputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertatufp oleh Pejahat
yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yanp ditunjuk kepada PNS
yang bersangkuian dan tembusannya disampaikan lkepada pejabat lain
vang terkait.

Fenyampaian secara tertutup sebagatmana dimaksud pada ayat [4f hanya
dileetabhumr aleh PHE yanp  diatult hukuman dan pelabat  yang
menyampailoan, serta pejabat ain yang terkair,

Penvatrpaian kKeputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14
(emmpat belas) han kege sojak keputusan Hukuman Disiplin ditctapkan.

Dalam hal PHNS yvang dijatuhi Hukuman Digiplin tidak hadit pada saat
penvaripéian keputUusan Hukuman Disiphin, keputusan Hukuman Dusplin
dikirim kepada yang bersangkutan.

Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(7} dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerjz terhitung sejak tanggpal
penvampaian keputusan Hukuman Disiphn dilakukan.

Hukuman [hsiplm yang ditetapkan denpan  keputusan Presiden
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin PPEK Kabupaten
Padang Pariaman.

BAB W
BRERLARUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN
MENJALAN] HUKUMAN DISIPLIN, AN HAK-HAK KEFEGAWALAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman siplin

Pasal 38

Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada har kerja ke-15 (lima belas)
aejak keputusan diterima.

Ctalamn hal PNS yang dijatubhi Huloman Digiplin tidak hadir pada saat
penyampalan keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin
berlaku pada hari kena ke-15 (lima belas| terhitung sejak tanggal
diterimanya keputusan Hulkuman Disiplin vang dikirim ke alamat PNS yvang
brersanghkuten.

keputusan Hukuman Chsiplin yang diajukan Upaya Administratil berlaku
seslal dengan keputusan upaya administratifnya.

Upaya Adrmunistratif sebagaimana dimalksud pada ayar [3) dilaksanakan
sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan yang mengatur
mengenal paya Admimstratif.

Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan
tersebut berlakn, sesual contoh kasus sebagaimana tereantum dalam
Lampiran-Angka 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dard
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawsaian
Fazsal 20

PFNS wang dijatuhi Hukuman Diziplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintman sendin dibenkan hak-hak kepegawaian gosuai



(2]

(3]

(1)

ketentuan peraturan perundang-undangan  yang mengatur menpenai
pemberhentian dan pensiun PNS.

PNE yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak etas penmnintzan sendin tidak  dibenkan  kenaikan pangkat
pengabdian.

PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tupas
jabatannya karena diduga melakukan Pelangparan Disiplin herat, letap
Masuk Kerja dan dibenkan hak-hak kepegawznannya meliputt  gan,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lamn, dan fasihitas yang
diteritna sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dan tupas
Jabalar.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gan

Pasal 40

Fenghentian pembayaran gaji PNS yvang tidak Masuk Kerja dan tidak
menaati keferttuan jam kevja tanpa atasan yang sah Secara erus menerus
getama 10 [sepuluh) han keqa dilekulkan sebagan benkut:

a. atasan  angsung alsu pimpinan  Unit Kega dan PHS yang
bersangkutan, membentahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yvang
membidang kepepawaian;

b.  Unit Kerja yang membidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran dars
tidak Masuk Kera dan menazti ketentuan jam kera tanpa alasan yang
sah PN3 dimaksud;

¢ hasil verifikasi dan validayi sebagaimana dimaksud pada hurul b
disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuvan Kerja
yang menjabat acbaga) kugsa pengguna anggaran sebapai dasar
penghentian pembayaran gaji;

d.  Kuasa pengpuna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran
gaji sebagaimana dimaksud pada hurufl ¢ yang ditetapkan dalam
keputusan kuasa pengglng anggaran;

e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kera wang
menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan FPejabat
Fimpinan Tinggl Madya. pelaksanaan penghentian pembayaran gaji
dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratams vang
memndang urusan keuangan;

.  Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagairoana dicnaksud pada
huru! o dan hurul e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenal pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara/daerah; dan

g Conioh kasus penghentian pembavyaran gaji sebagaimana tercantum
dalam Lampiran-Angia 23 yang merupakan bapan tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI _..
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EAB VI
FENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

Untuk menjamin  terpeliharanya  tertib administrasi, pejabat pengelola
kepegawaian wajib mendolumentasikan sebiap keputusan Hukuman
Digiplin PNS di ingkungannya.

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagail salah satu
bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

Pendokutmenlasian  keputusan Hukuman DHsiplin  termasuk  dokumen
pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait
denpgan Pelangraran Disiplin, diungegah ke dalam sistem yang terintegrasi
dengan Sistem Informas: Aparatur 3ipil Hegara.

Dalam hal FNS pindzh instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin
PNE dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi
baru.

BAB VITT
KETENTUAN LAIN-LAIN

Faszal 42

Dalam kal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Admnistrator, Jabatan Penpawas, dan Jabatan Fungsional yanpg dyatuhi
Hukurman Diziplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 {dua belas) bulan atau pembebaszsan dari jabatan menjadi jabatan
pelaksana  selarma 12 bulan, jabatanmya dapat diast sesuz dengan
ketentuan peraturan perundang-undangsm.

PNS vang dijatuhi Hukurnan Disiphn sebagaimana dimmaksud pada ayas (1),
dapat diperbmbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tingm, Jabatan
Admintstrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1
{gatu)  tahun  setelah  selesai menjalani Hukouman  Disiplin yang
dilaksanalan,

Dalam hal PMS vang menduduk: Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama diyatuhi
Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setimgkat lelmh rendal
menjadi Pejabat Admministrator dan berusia lebih dan 38 (lima puluhk
delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan
twormar sebagai PHN3 dalam dabatan Administrator,

Fenurunan jabatan dan Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama menjadi Jabatan
Adminmistrator sebagaimana dimaksud pada avat (3] dilakukan tanpa
melzlui penganpgkatan dalam jabatan serta pelantikan dan penpgarmbilan
aumpah fJanii.

Lalam hal FNS yang menduduki Jabhatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi
Hukuman Disiplin herupa pembebagsan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana
selama 12 {dua belas] bulan dan berusa letahb dan 58 (lima puluh delppan]
tahun, maka PNS yang betaangkutan diberbentikan dengan hormat sebagaa
PH3I dalam Jabatan Pelaksana,

&) Dalam ...



]

[1]

(2]

[3)

(4

{3]

{1]

{2)

13)

{1]

[ralam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Digiplin berupa
penurunan jabatan setingkat lehih rendah selama 12 (dua belas] bulan artau
pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 {dua belas]|
bulan, harmia memperhatikan  ketersediaan  jabatan  dan  Kesesuaian
kompetensinya.

Pasal 42

PME yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat
herat tidak dapat dipertimbanpkan kenalkan gaj berkala dab Renaikan
pangkatrva,

FNS yang sedang menjalani Hukuman Digiplin dan melakukan Pglanggaran
Dhsiplin, dijatubl Hukuman Disiplin,

PNS yanpg sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan
kemudian melakukan Pelanggaran Dhsiplin dan dijatulu Hukuman Dissphn
vang lehih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalam sebelumnya
dianggan selesal dan PN3 yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman
Csiphin yamg terakhbic dijziubkan kepadanya, sesual  contob kasus
sebagarimana tercantum dalam Lampiran-Angka 24 yang merupakan bagpan
tidal termpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

PNB vang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apahila yvang hersangkutan
kermnudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatyhi Huykoman Disiplin
yvang lehih ringan, maka FN3 vang hersangkutan harus menjalani Hukuman
Disiplin vang pettama kali dijatuhlkan sempai dengan selesai dilanjutkan
dengann Hukuman Disiplin vang terelkbic dpatuhican kepadanya, =esual
contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 24 yang
merupakan baginn tidak terpisablan das Peraturan Gupat ind,

FHE vang dijatuhi Hukuman Disiplin betupa penurunan jabatan setngkat
febitt rendah selama 12 [dua helas) bulan, penpangkatannya ke dalam
labatan vang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 44

Hasil pemeriksaan wnsur pengawasan denjfatau unit yang mempunyai
fugas pengawasan dapat digunakan sebagal bahan untuk melakukan
pemeriksaan  danfatay  pertimbangan untuk melengkapi berita acara
pemerikgaan ataw menjatuhkan Hubuman Disiplin terhadap PN3 yang
diduga mejakukan Pelanggaran Disiplin.

Dalam  hal berdasarkan  hasil pemeriksaan  tepdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan nepara,
maka atasan langsung atay tim pemetiksa wajib berkoordinasi denpgan
aparat pengawas mtern pemenntah,

Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terbulct, aparat
pefigawas intetn pemerintah merekomendasiken PPK untuk melaporkan
kepada aparat penegak hukum.

Pagal 45

Colkumen surat panggilan, berta acara pemeriksaan, dan bahan lain vang
menyatighut Hulkirnan Chseplin adalah bersifat rahasia.

(2] Keputusan ...
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Kepurasan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oieh PPEK sesuai
ketentlan petatiltan  perundang-undangsn  yange menpatur  tentang
keterbukaan informast publik.

Fa=zal 46

Apalila PHNS  tnasih menjalani Hukuman Disiphin karena  melanpggar
kewapiban Masuk Kerga dap tidak menaati ketentuan jam kerja dan
melakukan pelangearan tidak Masuk Kerpa lagl, maka kepada yang
bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebili berat dan siza hukutnan vang
harus dijalam dianggap selesai dan berlanjur dengan Hulkumat Disiplin
vang baru ditetapkan.

Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam
ketja dilitung secara kumulat:f sampal dengan akhir tahun berjalan yaitu
nilen bulan Januan sampsai dengan bulan Desember tahun yang
Eersangkutan.

Dalam Hal pada siaty inslansi pemerntah ferdapat tingkat/e=elonisasi
jabatan, penurunan jabatan setingkat lcbih rendah dilakulkan berdasarkan
tingkat/eselontaast terscbut, sesua contoh kasus zebagaimana tercantum
dalarm Lampiran-Angka 29 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dard
Peraturan Bupati ind.

Pa=al 47

ketentuan Peraluran Bupah ini Berlaku mutabis mutandis bagi Calon PNE
dan FPPK.

Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tinglat sedang atau tingkat
berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan
diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sehagai Calon PNS sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 48

FN3 yang menjalani penugasan pada inatanai pernenntah dan melaliukan
Pelanggaran Disiplin, pemenksaan dan penjatuban Hukuman Disiplin
zelain yang berupa:

a. pernberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendif sebagai
PN5; atau

b, penurunan pangkat setingkar lehih rendah selama 1 (satu] tahun
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang mengatur mengena;
Disiplin PN3,

menjadi kewehangan mistans tempat PNS yanpg berranghkutan menjalani
pENUgAasSan,

FPejabat vang Berwenang Menghukum pada insiansi tempat PNS yang
bersangkutan menjalam penugasan berfaku mutatis mutandis dengan

ketentuan Pejabat yang Berwvenang Menghukum dalam Petaruran Bupati
imi,

Dalarm hal PN3 yang menjalani penugasan pada Tnstans Pemenntah
melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijaruhi Hukurman Disiplin berupa:

a.  pemberhentian dengan hommat tidak atas permintaan sendini sebagai
FNS; atau

b, penurunan ...



b, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenm
Pagiplm PN, @ 00200000 - TR

maka Pegjabat yang Berwenang Menghukum merupakan pt]abat pada
instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.

() Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin FNS }rang men;aiam

penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk
berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang
bersangkutan menjalani penugasan.

BAB IX —
KETENTUAN PENUTUP =—

Pasal 49 =

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Fadzmg
Pariaman Nomor BO Tahun 2016 tentang Disiplin Han dan Jam Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar ?-Eha]:l orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
p&ﬂﬂ tanggﬂl Ak dnﬁ'l.tnn 2022

Diundangkan di Parit Ma]mta.ng
pada ta.nggal M fJanuan 2022
EFARIS DAERAH

BERX ESJEEE.AH I{&EELI'FATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 HGMDH g

RES - ame L mminga



LAMFIRAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHURK 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKIZANAAN DISIFLIN PEGAWAL
NEGER] SIPIL DM LINGEUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN CONTOH FORMAT

FEMANGGTLAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPATAN

KEPUTUEAN HUKUMAN DHSIPLIN

1. Contoh Pelanggaran Disiphm yang Dilakukan i Dalam Maupun di Luar Jam
Kerja.

4.

Contoh Pelangparan Disiplin yaog Dilalbukan di Cedam Jam Kerja Sdr.
Ruki Andrianto, seorang PNS pada salah satu Perangkar Daerah,
chduga telah melakukan pungutan lar pada saat melakukan pelayanan
perizinan. Dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemenksaan
yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan
peraturan perundang-undangan, vang beraangkutan dinyvatakan telah
metakukan Pelanggaran Digiplin schingea dijatuhi Hukuman Disiphin.

Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kerja Sdr.
Stelang Lilihaly, seorang PNS pada salah =atu Perangkat Daerah. Pada
akhir pckan, yang berzangkutan membuat postingan di media sosial
rang benst ajakan untuk mendukung salah =atu paszangan calon pada
kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal demikian, apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan 3dr. Stefane  Lilihaty terbukt
memberikan Jukungan lerhadap pasangan calon peserta pemilihan
umur, yang bersangkutan dinyatakan telah melakulkan Pelanggaran
Lhaiplin sehimgea dyatubl Hukuman Dhsiplin,

2. Contoh kasus Pelangparan Terhadap Kewajiban Masulk Kerja dan Menaati
Ketentuan Jam Kerja vang Dikenai Hukuman Diaiplin Ringan.

.

3 {tkgal hari kerja dalam 1 (satu} tahun berjalan.
Contoh;

Sdv Firman, pangkat Penata Moda, golompan ruang Ill/a, jabatan
Analis Kepegawzian, Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang sah selama 2 [tiga) hari kerja antara bulan Januar sampai
dengan Apnl 2022, Dalam hal demikian vang hersangkutan dijarutbi
Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan.

4 [empal] sampas dengan & (enam) han kepa dalam 1 [garu] tahun
berjalan.

Contoh:

3dr. Fika Restniani, pangkat Fenata Muda gelongan ruang lll/fa,
jabatan Pranata Komputer Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya
telah dyatuhl Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karena tidak
Masuk Kerja tanpa alazan yang sah selama 3 [tiga} hari keyja dari
bailan Janwan sampai dengan Apnl 2022, Kemudian antara bulan Mei
sampal dengan Juli 2022 vang bersangkutan tidak Maauk Kerja lagi
tanpa alazan yang sah selama 2 [dua) hari kerja. Dalam hal demikian
setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan vang



sah mergad 3 [hima] hat keda, maka vang bersanghkutan djgatuhli
Hukuman hsiplin Ringan berupa teguran tertulis.

c.  =zelama T [tujuh} sampai deagan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 {satu)
tahun betjalat.

Contoh:

Sdr. Fidel Kastro, pangkat Penata Muda golongan ruang [1/a, jabatan
Analis Hukum Pertama. Yanp bersangkutan sebelurmnnya telah dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis karena tidak Masulk Kerja
tanpa alazan vang sah selama 5 [lima} hari kerja pada kurun waliiy
bulan Januan sampai denpan Juli 2022,

Eemudian antara bulan Agustus sampal denpan Neovember 2022 yang
bersangkutan tidak Masul Kerja lagi tanpa alasan vang sah selamg 4
tempat] hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah
tidak Masuk Kerja tanpe alasan yang sab memadh 9 ({sembilan) han
kerja. Dalam hal demikian, yvang bersangkutan dijatuhi Hukuman
Thamin Ringan berupa permyataan tidak puas secara tertulis.

Contoh Kasus Twdak Membernkan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk
Mengembangkan Kompetensi vang Memiliki Dampak Negafif Pade Instansi
yaiig Bersangkutan.

Contoh:

Sdri. Ricca Rahima, pangkat Penata, golongan ruang [ /¢, seorang pejabat
pengawas pada salah satu Perangkat Daerah. Salah satu pegawai vang
menjadt bawahannya mendapatkan penawaran untuk menpibuos kurswes
singkat di luar negen sebagai bagian dar Human Capital Development
FProgramme (HCDP|. Ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya
akan melaksanakan kursus  singkatnya, S5Sdr. Ricca Rahima  tidak
menyelujur bawahannya untuk mengikuti kursgs singkat tersebur, tanpa
alasan vang jelas, Dalam hal demikian karena 5drii Ricca Rshima tdak
membenkan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan
kompetensi sehingpa berdampale pada HCD'P vang sedang dilaksanalkan
aleh Perangkat Dacraboya, Dalam hal demikian, apabila berdasarlean hasil
pemerikszan Sdri. Ricca Rahima terbukti tidak memberikan Kesempalun
kepada  DBawshannya untuk mwengembangkan  kompelensi, vyvang
bersangkutan dijatehi Hukuman Disiplin Sedang.

Contoh Kasus Pelangparan Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaat
Ketentuan Jam Kerja yang Thkenai Hukuman Disiplin Sedang.

a. s=elama il (sebelas] sampai dengan 13 (tipa belas) hari kerja dalam 1
(salu] tahun begalan.

Contoh:

Sdr. Siswanto, 5. H., M.H., panglat Penata Tingkat [, golengan ruang
li/d, jabatan Kepala Subbagian Hukum pada suatu Perangkat Daerah.
Yang bersangkutan Hebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin
Fingan berupa pemyataan rfidak puas secara tertulis karena tidal
Masuk Kerja tanpa alasan vang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dan
bulan Januar sampai dengan Febuar 2022

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang
bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan vang sah selama 3
itiga) har kerja. 3etelabh dikumulatifican, jumlah tidak Masul Kerja
tanpa alasan yvang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.



Dialam hal demikian, yang bersangkutan dijatubi Hukuman Disiplin
berupa penundaan kenailkan gaji berkala selama 1 (garu) tahun.

selama 14 {empat belas) sampal dengan 16 (enam belas) han ken=
dalam 1 [satu] tahun begalan,

Contoh:

Sdr. Juliansvah, 5.E., MM_, panglkat Penata Tingkat |, golongan ruang
[(i/d, jabatan Kepala Subbidang Penpadasn pada suatu Perangkat
Daerah. Yang bersangkutan sebelumtya telah digatuhl Hukuman
Digiplin herupa penundaan kKenaikan gap berkala selama 1 (satu]
tahun karena tidak Masuk Kera tanpa alasan vang sah selama 14
[empat belas) han kerja danm mulai bulan Maret sampal dengan April
2022,

Kemudian anfara bulan iMei sampai dengan Juli 2022 yang
bersanghkutan tidak Masuk Rena lagl tanpa alasan yang sah selama 2
[<haa) har kerja. Setelah dikumulabikan, jumlah tidak Masuk Kertja
tanpa alasan yang sah menjadi 16 [enam belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersanghkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa penundaan kenaikan pangkal selama | [saru) tahun.

selama 17 [tujeh Delas) sampal dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam
I [satu] tahun begalan.

Contoh: Sdn. Kiki Faiz, 3 Hum, pangkar Penata Tingkat I, golongan
ruang I1/d, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaba pada seatu Jnit
kKera. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukoman Disiplin
berupa penundaan Kenaitkan panghat selama 1 (satu] tahun karena
tidale Masuk Kerja tanpa alasan yvang sah selama 16 (enam belas) hari
kera sgiak bulan Januan sampar Juli 2023

Kemudian antara bulan Agustus sampail dengan Desember 2022 yvang
bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan vang sah selama 3
[Ligalhari kerja. Sétetah dikwhulatifkan, juinlah tedak Mssik Eerja
tanpa alasan yang sah tnenjadi 19 [sembilan belas] har kerja.

Galam hal demikian yang bersanghkutan dijatshi Huleaman Disipiin
berups penurunan pangkat sctingkat lebih rendah selama | (satu)
tahun,

5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Huleaman Dhsiplin Berat.

a,

selama 21 [dua pulub satu] sampai dengan 24 {dua puluh empaty hari
kerja dalarm 1 [sawy) tahun begalan.

Conioh;

Sdrv. [r. Supnyadi, MM, pangkat Pembina, golongan raang [V/ia,
jabatan Kepala Bidang Fengangkatan dan Pensiun pada suaty
Peranghkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatehi
Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkar lehih rendah
selama 1 fsatu) tahun terhitung mulai tangeal 10 Maret 2022, kaceng
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 20 [dua puluh] han
kerja dar bulan Januar samnpai dengan Febuari 20273,

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 20499 varng
bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alazan vang sah selama 2
(vga) han kerga. Setelah dikumulatifkan jumlah tudak Masuk Kerja
tanpa alasan yaong sah menjadi 23 (dua pulub tiga) had kegja



Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukumen Disiplin
berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 [dua
belas) bulan.

selama 2% [dua pulub lima) sampai dengan 37 (dua puluh twjuh] har
kerja dalam 12 [dua belas) bulan.

Contoh:

sdr. ir. Suprivadi, M.M., pangkat Pembina, pgolongan ruang I1V/a,
Jabatan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suartu
Perangkat Daerah. Yang bersaogkutan sebelumnya telah dijatuhi
Hukuman Bisiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 [dua belas) bufan karena tidak Masuk Kerja selama 23 (dua
puluh tiga] han kerja tanpa alasan vang sah dati Januan sampat
dengan Apnil 2022

Kernudian aniara bulan Mei sampal dengan Juli 20227 yang
bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3
[tiga) han kerja. Setelab dikumulatifkan, jumiah tidak Masuk Ketjg
tanpa alasan yang sah menjadi 20 [dua puluh enam) harn kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatubhi Hukuman Disiplin
berupa pembebasan dan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selamg
12 (dua belas) bulan.

selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebibh dalam 1 [szatu}
tabun,

Contoh:

S3dr. [r. Supniyadi, M.M., pangkal Pembina, golonpan ruang [V/ia,
Jabatan kKepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suatu
Feranghat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan
Pelakgana selama 12 (dua belasl bulan karena tidak Masuk Kerja
sefama 27 (dua puiuh tujehp hari ketja tanpa alasan vang sah dari
bulan Januan sampai dengan bhulan Juli 2022.

Kemudian antara bulan Agusius sampai dengan Okwoher 2022 vang
bersanghutan tidak Masuk Kerja lagl tanpa alasan vang sah selamu 2
(dua) hari kega. Setelah dikumulatifkan, jumiabk tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah menjadi 29 {dua puluh sembilan} hari kerja.

Dalam hal demikian, vang bersanghkutan dijatuhi Hulkuman Disiplin
berupa pemberhentian dengan hurmat tdak atas permintaan sendin
sebapai PNS.

gecara terys menerus selama 10 {sepuluh) hati kerja.
Catitoh:

Sdri. Anima Kicika, pangkat Penata, golongan ruang /¢, Jabatan
Pelaksana di suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan tidak Masuk
Kerja tanpa keterangan yang sab sccara terus menerus sejak tangpal 1
Clktober sampai dengan 14 Oktober 2022

Calam hal demikian, yang bersanghutan dijatuhi Hukuman Disiplin
Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri.



Contoh Hazus Menolak Sepala Beniuk Pemberian yang Berkaitan Dengan
Tugas dan Fungsi Keruali Penghasilan Sesuai Dengan Hetentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Contoh;

3dr. Qorun Wamaruk, pangkat Penata Tingkat I, golongan tuang HE/d,
jabatan Kepalz Bidang Pelavanan dan Pendaltaran [zin  Pendinan
Bangunan. Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenanpan terkait
pelayanan, registrasi, dan perizinan pendirian bangunan. Ketika melakukan
pelayanan dan perizinan, yang hersangkutan menenma hadiah berupa jam
tangan Phillipe Patek dan pihak yanpg dilavani, karcha diangsap telah
membanfu proses peérgurisan izin  dari pihak teérseblt.  Meéskipuri
mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk meneclak sepala bentyuk
pembernian yang berkaitan dengan tugas dan fungs: kecuali penghasilan
segual dengen ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Sdr.
Qorun Wamnaruk tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah
jam Fhiflipe Patek tersebut kepada pihak vang berwenang.

[ralam bal demikian, apabila berdasarkan hasil pemenlsaan Sdr. Qorun
Wamaruk terbuliti menerirna pembenan yang berkartan dengan tugas dan
fungsinya, yeng bersangkutan dinvatakan telah melakukan Pelangparan
Disiplin sehunges dyatuhl salah satu jenis Hukuman Disiplin Berar.

Conioh Kasus Atasan dar Pejabat vang Berwenang Menghukum jupa
Menjatubkan Hukuman Disiplin Terhadap FPNS  vang Melakukan
Petangparan Disiplin.

Conton:

3dr. Apnlic Firmansyah, jabatan Kepala Seksi pada svatu Perangkat
Daerah membawahi secrang PNS bermmama Sdr. Kommy Dinata, Jabatan
Fungsional Umum, pangkat Pengatur, golongan ruang Mfe, 3dr. Rommy
Nipata telah melakukan Pelanggaran Disiplin yanp seharusnya dijatuhi
IMukuman Disiplin berupa teguran terlulis, tetapi Sdr. Aprilio Firmansyah
sebagai atasan langsungrya tidak menjatuhkan hukuman kepada yang
bersanpghkutan.

Dalam hal demilkian, atazan dar Sdr. Aprilio Firmansyah yaitu S8dr. Nasri]
llhamsvah, setelah relakukan pemerksaan dengan seksama, menjatuhkan
Hukuman [ksiphn Ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
kepada Sdr. Aprile Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman [Diaiplin
berupa teguran tertulis kepada Sdr. Rommy Dinata.

Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pefabat yang Berweriatye Menghukum
Karena Terdapal Satuan Orpamsast yang Pejabatnya Lowone.

Contoh;

Sdr. 3tehanus Kewin, Jabatan Pelaksana yang ekena di suatu Dinas Sosial,
pangkat Pengatur Muda Tingkat 1, golongan ruang 11/b, telah melakukan
pelanggaran tidak Masuk Kerja selama 5 (lima} hari kerja tanpa alasan yang
sah. kKarena atasan langsungnys vaite Pegjabat Pengawas tidak ada atau
lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan
kepada 3dr. Stefianuz  Kevin berupa teguran lisan adalal  Pejabat
Adimnistrator.



9. Contoh Format Surat Panggilan.

RAHASA
SURAT PANGGILAN 1/10 *)

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara
MNama :
NP
Pangkat
Jabatar
Unit Kega

unitgk menghadap kepadsa

MNefra
K1P

Panglat
Jabatan : e e im e e m— et en e e e abaene s s
'nit Kerja

pada

Hari L e e e rrr arre e e e

Tanpgzal
Jatn

Tempat

untuk dipenksa/dimintai  keterangan*] sehubupgan dengan dugaan
petanggaran disipline ... oo

2. Demikian untuk dilaksanalan.

Atasan langsung/ Ketua Tirn Perneri lma*]

A A e
| 2
Tetnbugan YL
) R L E

e
*] Coret vang tidask perla.
**] Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan akeh PNS yvang bersangkatan.



10.

il.

Contoh  Kasuz Penjatubhan Hukuman Disiplin Kepada PHNS Tanpa
Dilakulkan Pemeriksaan Alas  Dasar  Ketidakhadiran PHS  vang
Bersangkutan Dalam Pemenksaan

LContoh:

Sdr. Aznel Fizyah, 5 Kom., pangkat Penata Muda, golongan ruang 1074,
Pranata Homputer, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, Uacuk
mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr.
Azrie] Fizyah, 5 Kom., dipangg! oleh atasan langsungnya secara tertulis
pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk hadir dalam pemeriksaan pada
tanggal 17 Oltober 2022, tetapi Sdr. Azriel Fizyah, 5 Kom. tidgk hadir
pada han pemenksaan vang telah ditentukan.

Hemudian pada tanggal 17 Oktcher 2022 atazan langsungnya melakukan
pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Azriel Fizyvah, 3 Kom.
untik hadir dalam pemenksaan pada tanpgal 27 Olitober 20232,

Apabila pada sastl tanpgal permerikaaan pemanggilan kedua Sdr. Aztiel
Fizyah, 5. Kom. fidak Juga hadir, maka Pejabat yanp Berwenang
Mettghulkur menjaluhian Hukuman Dhisiplin berdasarlcan alar bulti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemerikzaan terhadap PWS yvang
bersangkutan.

Contoh Format Berila Acara Pemenksaan

EAHASIA
BEERITA ACAEA PEMERIKSAAN

Pada han i1 . . taﬂggal Chualan L , tahun

" aa_va,-’Tlm Pemerikan masmg—masﬂng ‘]

Nama

Panighat © e e et e e e e mem e e e emeem e e ninenas
Jabatan L et et e
Unit Kerja L e e e e e
Nama e el
MIP

Pangkat

Jabaran

Linit Kera

berdasarkan wewenang vang ada pada zaya,/Surat Perintah®)

.-y telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Mama e e ert vt e nan. s

MIP

Fanghkat © i et e e e
Jabatan ;
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan dlduga telah melal-:ul-:an pﬁ:]anggamn ttrhadap

ketentuan Pasal ...

avat ..., hural .., angka ..., Peraturan Pemerintah

-

Homer 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawaj Wegeri Sipil,

1.

Pertanyaan.

Jawaban .



2.

Fertanyaan:

2. Jawaban ;

3. Dst

Dermikian Berita Acara Pemenksaan ini dibuat untuk dapat digunakan

sebhagaimana

tnestinya.

Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

Nama: . Lo B ama s e
MIP. ..,

MIP. oot Tande Tangan @ .......................

Tanda Tangan © ... R LT | (- T
BIP. e
Tanda Tangan : ..........ooovvis

*} Coret yang tidak perlu.

12 a.

Kasus Penjatuhan Hukumean Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih Tinggi.
contoh;

Sdr. Anggite Surahman, pangkat Penpatur, golongan raatg 17/,
Jabatan Pelaksana, pada suatu Perangkat Daerah. diduga telah
melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh  Pejabat
Penpawas, termyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat
sedang.

Dalam ha! demikian, Uarena kewenangan untuk menjaiuhlcan
Hukuman [siplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat
Adminigtrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka Pejahat Penpawas
membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Administrator
atau  pejabat  yang lebih  tinggi  disertai dengan  herita arara
pemeriksaannya.

b. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.

Kepada,

Yiho e,

RAHASIA
Dengan int dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
pada ham ..., tanggal ..., bulan , rahun
.. 8aya/Tim Pemeriksa *] telah melakukan pemeriksaan terhadap:
= 5 -
MNP e e e
Parpglat L
Jabatan L

Lnit Kega e e



Eerdasarkan hasil pemenksaan, dapat kami laperkan sebagai berikut: _
HENTUK WARTL | TEMPAT FARTOR YANG | FAKTOR YANG DAMFAK

PELANGRARAN _ | MEMBERATKAN | MERINGANKAN | PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukt melakukan pelanggaran disiplin ...
sehingea direkomendaszikan untuk dijaruhi Hulkuman Disiplin ..

2. Kewenangan untuk men_}atuhkan hukuman |:l1s1|:n1m lcepaﬂa F‘NE FersebLt
diatas merypakan Kewenangan ., PSRl B

Sehubungan dengan hal tersebut, dmampmkan Berita Acara Pemeriksaan
terhadap PN5 yang bersangkutan untuk digunakan dalam  penetapan
keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Cemikian disampatkan untuk dipsrgunakan sebagaimana mestinya.
Yang melaporkan

{Atasan tingsung/ Ketua, Tim
Pemertksa),
NAMA
BLE
Tembusan ¥in :
5 P sdlan

*] Coret yang tidak perlu.
“* Isilah sesuai dengan pejabat vang berwenang menghukum.

13, a. Contoh Penvusunzn Tim Pemeriksa.

Sdr. Alvian Andhika, panghkat Fenata Muda, golongan ruang [l fa, diduga
telah melakukan Pelanggaran Dizipln, yang anraman hukumannys
berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK membentuk
Tim Pemeriksa vang terdiri dam atasat langasungnya, unit kega yang
membidangl  pengawaskan mtemal, unie kega  yang membidang
kepegawaian, atau pejabat lain vang ditunjuk.

b. Contoh Format Pembentulkan Tim Pemeriksa

EAHASIA

PEMBENTUEKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1.  Berdasarkan dugsaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
...............  BEP .., pangkat ..., jabatan ............. maka perlu
dilakul:an pemerikagan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hulkuman disiplin sedang atau
berat, maka perlu membentuk Tim Pemerikss vang terdiri dari:
a. atazan langsung

Nama
NIF e e e
Fanglkat L e
Jabatan ;

Unit Kerja

...............................



. WNSUT pEngAwASAan.

Mama R
NP L
Fanplat D
Jabatan L e
it Kerga D
£. unsur kepegawaian.
Nama e e
NI L
Panglkat L
Jabatan L e e s
LIL KaTH 1 e
d.  pegabat lain vang dltun]u]-:
Mama L
MIF D e
Pangkat L e
Jabactan '

LIrit Ketja

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

PFK/Fejabat F&né- dltLlﬂJL]l{ t]

MAM A
NI
Tembisan Yih o
| e trres e s i U
e e e e e e

*| Coret vang tidak perlu.

14. Contch Formar.
Surat Keputusan Pembebasan Sementara Dan Tugas Jabatannya,

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : bahwa unetuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sde

oo MIB
aTAE dug&&n pt]angga:an disiplin terhadap Pasal .......,
ayat ... v huruf ..., angka ... *, Peraturan

Permenntah Nomor 94 ‘Fahun 2021 tentang Disiplin
Pegavan Neperi 3ipil vang ancaman hukumannya berupa
hukuman dsiplin  tingkat herat, perly  menetapkan
Keputusan tentang Pembebasan Sementars dan Tugas
Jabatannya;



Mengingat S Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang
aparatur Sipil Negara,

2 Feraturan Pemernmtah MNomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4, Pecraturan Badan Kepegawaian Negara Momor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemenntah MNemor 94 Tahun 2021
tentang Chigiplin Pegawsai Negeri Sipil;

MERMLUTUSEKAN:

Menetaplan
KESATL :  Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara;

Wama R
M1

Fangkat

Jabatan

Unit Kega

terhitung mular tanggal .................., sampai ditctapkannya
keputusan hukuman disiplin, karens yang berszangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuean
Pasal ..., ayat...., huruf.. ., angka...., Peraturan Pemerintah
Namar &4 Tahun 2021 tentang Dhsiphn Pegawai Neger Sipil,

KEDUA Selama menjalani pembebasan  sementara dar  tugas

Jabatannya =ebapaimana tersebul pada Diktum KESATL,

kepada Sdr. e tergebut  tetap

diberikanhak-hak  kepegawaiannya sesuai ketentuan

peraturan perutwdang-undangan,

Kepaltusan mi mulal berlaku pada tanggal divetapkan.
KETIGA g P &6 d

Keputusan i dizampaikan kepada vang bersangkutan
KEEMPAT - Untuk dilaksanakan gebagaimana mestinya,

Ditetaphkan d1 ... ..
pada tanesal ..
Atasan langaung ... 07

Diterima tangpal ...

B i
Temblsan Yeb:

b e, .
4. Prejabat lain yang dianggan porhy.

*] Tulislah nama jabatan dari Pejabat vang Berwenang Menghukum.,
**] Inisi sesuai kebutubhan.



15. Contoh PNS yang Dibebaskan Sementara Dar Tugas Jabatannya.

16.

Contah:

Sdr. Rizky Saputra, 3.E., pangkat Penata Muda, Tk. [, polongan ruang
ill/b, Jabatan Pengawns, pada suatu Instansi Pusat. Yang bersangkutan
diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin dan anceman hukumannya
berupa Hukuman Disiplin Berat. Dalain  hal  demikian, untui
memperlancar  pemeriksaan, atazan langsungnya  yaitu Pejabat
Adminigtrator dapat membebaskan sementara 5dr. Rizky Saputra, 5.E.,
dari tupgas jabatan sebagai Pejabat Penpawas =ejak vang bersanghkutan
diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan Huliuman Diesiplin.
Selama dibebaskan semenlara dari lugas jabalan sehapai  Pejabat
Fengawas, yang bersanghutan mmasih tetap masuk dan bekena serta
menerima penghasilan penuh sesua ketentuan peraturan perundang-
Undangar.,

Conloh Kasus Penjatubhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Faktor dan
Dampak vang Ditimmbulkan.

Contoh 1:

Sdr. Jemmy Aditya, seorang PNE pada suatu Perangkat Daerah, diberikan
kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang
milik daerah. Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dipakai secara
sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana meatinyg, sehingpa
mengakibatkan kerusakan pada kompoter fersebut. Atas apa vang
diperbust oleh Sdr. Jemmy Aditya, Unit Kerja vang metupakan tempathva
melakzanakan tupas menjadi kekurangan sarana den prasarana untuk
mendukung peliksanaan  tugas  kedinagan. Ddlam  bhal  demnikian,
perbualan yang dilakukan oleh Sdre. Jemmy Aditys, dapat dikategorikan
sebagsn perbuatan yanpg berdampak negacl bapi Unit Kejanya.

Contoh 2:

Sdr. Fand Kumiawan, seorang PNS pada suatu Perangkat Daerah,
dibertkan kepercayaan untuk menpgunakan komputer vang merupakan
barang milik Daerah. Gleh yang bersangkutan, kampater tersebut dijual
secara  tidak sah  vang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk
kepentmgan prnbadi, Retika dilakukan pemenksaan terhadap penpelolaan
barang milik daerab oleh Perangkat Dacrah vang berwenang terdapat
ratatan bahwa instansi tempat Sdr. Fand Kumiawan bekeria tidak tertib
dalam melakukan penpelolzan barang milik daerah. Dalam hal demiliian,
perbuatan yang dilakukan oleh S3dr. Farid Kurniawan, dapat
dikategorikan sebagal perbuatan vang berdampal negetil bapl instansi.

Contoh 3

3dr. Indro Suhendro, seorang FHS pada Perangkat Daerah, diberikan
kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merapakan barang
milik daerah. Komputer tersebut dipakai coleh yang bersanghkutan untuk
mengeiala data vang terkait dengan sistem Keameanan dan rahasia negara.
Susaiy ketika komputer tergehut hilang ketika yang bersangkutan sedang
melakukan tupas di luar kota karena kelalaiannya sendin. Dalam hal
dermikian karena komputer yang hilang ben= data dan dekumen vang
terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan Sdr. Indro
Suhendro berdampak nepatif bagi pemernintah dan negara.



17. a. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiphn Teguran Lisan,

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA,

Menimbang @ @, hahws berdasarkan haxsil pemerksgan
Sdroeen, O NIRG telah  terbukt
melakukan perbuatan berupa ...

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal.. ., ayar...., huraf | angka. .|
Peraturan Pemerintalh Nomor 9¢ Tahun 2021,

e e e e

d. bahwa untuk menegablkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukurnan disiplin vang setimpal dengan pelanggaran
disiplin vang dilakukannya,

e. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurut a, hueal b, hurut ¢, dan huruf d
petlu menetapkan  Heputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Dhgiplin Berupa Teguran Lisan;

Menmngat : 1. Undang-undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang aparatur
Sipil Negaca;

2. Peraturan Pemenntah Noemor 94 Tahun 2021 tentang
Chziptin Pegawai Negeri Siml;

Feraturan Badan Kepegawaian Nepara Nomor & Tahun
2022  tenatang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintab Notnor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawat Negen Sipil;
MEMUTUSEAN :
Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman digsiplin berupa Teguran Lizan
kepada:
MNama
MNIP
Panglat
Jabatan
LInit Kerga

karena yang bersanghkutan pada tanggal ... .
telah melakukan perboataty yang melanpear ketentuan
Pasal.... ., ayat...., huruf_ ..., angka....., Peraturan
Pemerintah Notnor 94 Tahun 2021,



RETHIA

KETIGA

Tembusan Yth:

Lo

Keputusan im tmulal berlaku pada han kerja ke-15 {lima
bkelas] terhitung mulal tangegal PNS yang bersangkuian
menerima keputusan afau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tangpalditerimanva kepuiusan Hukuman Thisiplin
vang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputiuzsan 1n1 disampaikan kepada vang bersahghkutan
Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetaphkan di oL
padatanggal ...,

MARMA ...
NP .o,

¢, Deput Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawnian Megara di Jakarta; dan
3, Pejabad lain yaog dianggap peria.

*| Tulislah nama jabatan dan Pejabat yang Berwenang hMenghulkum.,

b. Contoh Format Keputuzan llukuman Dhsiplin Teguran Tertulia

Mentmbang

Mengingat

TENTAN(

DENGAN EAHMAT TUHAN YARG MAHA EZA

8.  bahwa 01 T I P haasil pemeriksaan Sdr.

...................... . MWIP. ..., telah  terhukt
melakukan perbuatan berupa.... g

b.  Iahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap  ketentuan Pasal. .., avat...., hurwal..,
angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021,

bahwa untuk menegaklcan disiplin, perlu menjatuhihan
hukuran disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya:

£, bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, huew! B, huruf ¢, dan huraf
d perlu menetapkan Keputusan tentang Fenjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertuelis;

1.  Undang-undang Notmor 5 Tahun 2014 tentang
aparatut Sipil Negarg;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 321 tentang
Disiplin Pegawai Negen Sipil;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEETIGA

Tembusan Yth:

Peraturan Badan Kepepawaian Mepara Nomor & Tahun
2022  tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Momor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Fepawal Negen Sipil;

MEMUTLUIKAN -

Menjatuhkan hulkuman disiplin berupa Teguran Tertulis
heeatla;

MNama e
NIF T
Pangkat L
Jabatan L,
Uit Kerja L

karens yang bersangkuten pada tangeal ...
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Faszal.. ayat.. huruaf. .. angka... Feraiiuran
F’emerintah HDTI"I-DT' '94 Tahun 2[]'2] :

Keputusan ink mulai berlaku pada han kenga ke-1a2 (hma
belas) terhitung mulal tanggs]l PHN3 vang bersangkutan
rmenenma keputusan atauw han kerja ke-15 [lima belas
sejak  tanggalditenimanya keputusan Hukuman Disiplin
vang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputuaan ini disampaikan Kepada yang WDersangkutan
Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di ...,
prAda tanggat ...

E Lepun Bldang Sisten ]nf-::ln'udsl heprgawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
4. Fejabat lain yang dlangeap perlu.

*I Tulislah nama jabatan dari Pejabat vang Berwenang Menghukum.



¢, Contoh Format Keputusan Huokuman Disiplin Permyataan Tidak Puas
Secara Tertulis,

Memimbeang

Mengingat

Wenctapkan
KESATL

TENTANL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

A1

A bahwa menurut hasil pemenksaan Sdr.

: oo MNP .., telah  terbukti

melakul{an perbuatan berupa...

b. bahwa perbuatan tersebut merupa]{an pelangparan

terhadap ketentvan Pasal...., aval..., huruf....,

angka...., Peraturan Pemerintah Newnor 94 Tahun
2021,

d.  bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelangparan
disiplim vang dilakukannya;

e. bahwa Dberdasarkan pertimbanpan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, hurof ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuban
Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulia:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tenteng

aparatur Sipil Negara,

3, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2027 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun
2042  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Megeri Sipil;

MEMUTUSHAN -

Menjatuhkan hukuman disiplin berups Pernyataan Tidak
Puas Secara Tertulis keparda;

Nama L e e e
Nip

Pangliat

Jabatan L e e e
it Kerja L s

karena yang bersangkutan pada tanggal ...
telah melakuken perbuatan yang melanggar ketﬁntuan
Pasal... ayal.. huruaf .. angka... Perariran
Femerintah ]"-;Inm:}r 94 Takhun 2021.



KEDCUA

KETHIA

Tembussan Tih:

Keputusan ini mulai berlaky pada han kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulal tangpal PNE yang bersangkutat:
menerima keputusan atau hari kerja ke:-15 (lima belas]
sejak  tangpalditerimanya keputusan Hulkuman Disiplin
vang dikiritm ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersanghkutan
Untuk dilaksanakan sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...oveoveeeeeeiie e
pada tangeal ...

.2 Deputi Bidang Sistem Infotmasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakara; dan
2, Peiabac lain vang dianggap perht.

*] Tuliglalt nama jahatan dari Peajabat yang Berwenang Menghukum,

d. Contoch Format Keputusan Hukuman Chsiplin Penundaan Kenaikan
3a)1 Berkala selama 1 (zatu} Tahun

Menimbang

Mengingat

TENTANG

........................................................... Y

A. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sr.
......................  MIF. . telah terbukt

k. bahwa perbuatan rersebut merupakan pelanggaran
terhadap  hketentuan  Pasal...., ayat...., homf.o,
angka. .., Peraturan Pemerintzh Nomor 94 Tahun
2021

d. bahwa unfuk menegakkan disipiin, perlu menjatuhkan
huluman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

£. babrws  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf &, huraf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan tentanpg Penjatuban
Hukuman Lhsiplin Berupa Penundaant Kengikan Gaji
Berkala selama 1 {zaty) Tahum;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
aparatur Sipil Negara;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yin:

2. Feraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Diziplin Pegawal Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor B Tahuno
2022 tentang DPeraturan Pelakzanaan Peraturan
Peroerintah Momor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pepawal Nepen Sipil;

MEMUTUSKAN ;

Menjatuhkan hukuman disiplin @ berupa  Penundaan
Kenankan Gap Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama L e e e m aananae
NiP '

Panpkat

Jabatan e e e e
it Kerja e e e
karena vang bersangkutan pada tanggal ...
telah melakukan perbuatan vang me]anggar ketentuan
. BYaL.. huruf.. .., anghka. .. reratltan
Pemerintah Nomor ‘}4 Tahurn 2071,

Keputusan ini mulai berlaku pada han keja ke-15 {lima
belag) (erhitung mulai tangpal PNS yang bersangkutan
menetima keputuaan atau han kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputuzan Hukuman Dhsiplin

vang dikdrim ke alamat PNS yang bersangkutan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersanghutan
Untuk dilaksanalktan sebagaimana mestinya.

CHEetapRarn di e,
pada tangeal L.

E FH:pu:l Ridang Sisterm Informasi Kepegawaian Hadan Keprgawaian Negaoa di Jadoara: dan
3. Pejabarn lajin yvang diabhggap peciu.

"] Tulislah nama jabatan dar Pgjabat vang Berwenang Menghukun,



e. Contoh Farmat Kepgtugan Hukyman Digiplin Penundaan Kenaikan
Pangkat selama | (satu) Tahun

Meturmbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

7

&, bahwa menurut hasil pemeriksaan S3dr. .
MIR. ; - telah terbaikti melakukan
perbuatan I:-f:ﬂ.ma

b. bahwa perhuﬂmn tersebut merupakan pelanggaran
terhadap  ketentuwan  Pasal ..., avat...., huraf..,
angka. ..., Peraturan Pemerintah Bomer 94 Tahun 2021;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setmpal denpan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya,

¢  Dbabwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huraf ¢, dan hurul d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan
Fanghkat selama 1 {satu) Tahun;

1. UWUndang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang aparatur

S1pil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Dusiphn Pegawal Negen Sipil;

4,  Peraturan Badan Kepegawalan Nepara Momor 6 Tahun

2022 rentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan
Femerintah MNomor 944 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegavwai Negeri Sipil;

MEMUTUSEAN :

Menjatuhkan hukuman disiplin @ berupa [Penundaan
Kenalkan Pangkat selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama

MNIP
Pangkat
Jabatan
Lnit Kega

karena vang berzsangkutan pada tanggal ...
telah melakukan perbuatan vang melanggar I-:etentuan
Pa=al....., Ayat... hueul....., angka. .. Peraturan
Pemerintah Momor "514 Tahun 2021,



KEDUA

KETGA

Tembusan Yth:

Keputusan ini mulai berlaku pada han kerja ke-15 (lima
belas| terhilung mulai tanggal PN3 vang bersangkutan
menerima keputusan atey har kerja ke-15 {lima belas)
sejak tangpal diterimanya keputusan Hukurnan Disiplin
yang dikinim ke alamal PNS yang bersanghutan

Reputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ...
pada tanggal oL

L :
2. Deputi Bldang Sistern [nlgrmasi kepegawman Buden Kepegawaian Negars oi Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianpgap perba.

*| Tulialah nama jabatan dar Pejabat vang Berwenang Menghuloum.

{ Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Panekat
Setingkat Lebih Rendah selama 1 {zawu) Tahun.

KEPUTUSAN oo
NOMOR oo,

TENTANG

Menimbang

Mengingat

o o

r

hahwa menurut hasit prmeriksaan Sdr.
...................... . MIF. .., telah  rerbulkt]
melakukan perbuatan herupa.................

bahwa perbuatan terscbut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal..., ayat.... hurul...,
angka...., Peraturan Pemernntah Nomer 94 Tahun
2021:

Tiaamg

babhwa untuk menegaklkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaithana
dimaksud calam huruf a, hural b, haruf ¢, dan haral
d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatubhan
Hukuman Disiplin @ Berupa Penurunan  Panghat
Setingkat Lebih Rendah selama ¥ {satu) Tahun,

Undang-undang MNomor 5 Tahun 2014 tentanp
aparatur 5ipil Negara;



hlenetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembuw s Yih:

2, Peraturan Pemcnntah Momar 94 Tahun 2021 tentang

Chstplin Pegawal Neper Sipil;

Feraturan Badan kepegawaian Nepara Nomar 6 Takun
2022  tentang Peraturan Pelaksanasn  Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pepawai Negeri Sipil,

MEMUTUEKAN ;

benjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Fangkat
Setingkat Lebih Fendah selama 1 {zatu) Tahun kepada:

Mama

NIF

Fangkat
Jabatan L e e e e e e
Linft Kerpa s

karcna vang bersangkutan pada tanggzal ...
telah melakukan perhuatan vang mf-]anggm kﬂt&ntuan
Pasal... ayal... hurufl.. angka... Peraturan
Pemerintah NoTnor 94 Tahun 2021,

keputusan imi mulai berlaku pada harn keda ke-15 {lima
belas) terhitung muolai ranggal PNS yvang bersamgkutan
menenma keputusan atau han kerja ke-15 [lima belas)
sejak tanpggal direrimanya keputusan Huluman Diziplin
yang dikinm ke alamat PNS vang bersangkutan

Keputusan ini disampaikan kepada vang bersangkutan
Untulk dilaksanzakan sebagaimana mestinya.

Citetaphandi ...
pada tanpgal ...

? Deputi H!n:lang Spstem [nlormasi keprgawaian Radan Kepegawaian Negara di Jakanu; dan
3. Pejubat lain yvang dianggap perlu.

*I Tulislah nama jabatan dan Pejabat yang Berwenang Menghukum.



g Lontah Format Kepuetusan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan
setingkat lebibh rendah selama 12 (dua belas) bulan

MNOMOE ...

TEMTAMCG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES4,
o

Memimbang : &  bahwa menurut hasil pemeriksaan 8dr. .,
NIF. ... ¢teiah terbukti melakukan
perbuatan bErLJ.pa

b bahwsa pt'.rbuatﬂn tersebut merupakan pelanggaran
tethadap  ketentuan  Pasal..., ayat..., hurul..,
anpgka. ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

o

d. bahws untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yvang setimpal denpan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf <, dan hurufd
perlu  menetapkan Keputusan tentang FPenjatuhan
Hukuman Disiplin Berups Penurunan jahatan setingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat 1, Undang-undang Momor 3 Tahun 2014 tentang apararur
Sipil Negara;

2. Peraturan Pemernntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Dhsiplin Pegawai Negeri Sipil;

===2

4. Peraturan Badan Kepegawaian Mepara Nomor & Tahun
2022  tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 entang Disiplin
Pegawai Neperi Jipil;

MEMUTLUSKAN -

Menetapkan
KESATL t Memgatuhkan hukuman disiplin berupa Penucrunan jabatan
schingkat lebih rendah sclama 12 (dua belas) kepada:

Nama e
NIF e
Pangkat T
Jabatan T L
Lnit Kerja F e

karena yang bersangkutan pada tangpal .
telah melakukan perbuatan yang melangsar I-:Etr:ntuan
Pasal . ayat... huruf. . angka......  Peraturan
Femer:intah Nomor 94 Tahun ?DE] ]



KEDUA . Terhitung mwulad tanggat ... .. , bulan .. ..., tahun ..., Sdr.
--» ¥ANg  semula menduduki

jbatan ... dituruokan menjadi Jabatan
KETIGA . Atas penurunan jabatan tersebui, hak-hak kepegawaian
dari Bdr. ... disesuaikan dengan

jahatan terbaru.

KEEMPAT . Penmgangkatan dalam jabatan yang bayu dalam rangka
penurunan  jabatan sctingkat lebih rendah, ditetapkan
dengan Keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KELIMA ; Keputusan ini mulai berlaku pada hari kecja ke-15 [lima
belag] terhitung mulai tanggat PNS yamg bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-13 (lima belasj
zejak rangpe] diterimanya keputusan Hukuman DMisiplin
vang dikinm ke alamat PNS vahg bersangkutan

KEEMAM :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
Untuk dilaksanakan sebagatmana mest|nya,

Ditetapkan di .......ooooen,
pada tanggal ...

MIE . ... ..
Tembusan Yih
| i

Z. Deputi Bidange Sistrm Inﬁ:ur'mam Keprpawzian Badan kepegawsuan Megara di Jakarta dan
3. Pejabal lain vang diangeap perlu,

*} Tulislah nama jabatan dari Pejabat vang Berwenang Menghulkum.

h. Contoh Format HKeputusan Hukuman Digiplin Pembebasan dari
Jahatan Menjadi Jabatan Pelakaana selama 12 {dua belas) bulan

NOMOR ...

TENTANG

............................................................ M

Menimbang @ a. hakwa menLUTut hasil pemeriksaan Sdr.
................ e MIPC . telah  terbulketi
meclakukan perbuatan herupa,........

b. babwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal...., avat.., huruf..,

angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahon
2021



Mengingat

Menietapkan
KESATU

EEDUA

KETI{:A

KEEMPAT

Ty

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perle menjatuhkan

hukuman disiplin yang sctimpal dengan pelanggaran
disiphn yang dilakukannya;

. bahwa berdasatkan pertimbangatn  sehagaimana
dimaksud dalam huraf a, humf &, huruf o, dan huraf
d perly menstapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dan Jabatan
Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas)
bulan;

1. Undang-undang MNomor 5 Tahum 2014 tentang
aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomeor 94 Tahun 2021 tentang
Digiplin Pegawa Negeri Stipil;

(R

4, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun
2022  tentang Peraturan  Pelaksanaan Peraturan
Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Negen Sipit;

MEMUTUSKAN :

Menjatuhkan hulkuman disiplin berupa Pembebasan dari
Jabatatt Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 |dua belas)
bulan kepada:

Marma D e
i

Pangkat ....................................................
Jabatarn :
LInit Kerja e e

karena yang bersangkutan peda tanggal .. )

telah melakukan perbuatan yang mELanggm' kF-I‘F‘I"ItUEl.n
Pagal....., avat... huruf....., angka... Peraturan
Pemerintah Nomor $4 Tahun 2021

Terhitung mula tanggal ......, bulan ..., whun ... . Sdr,
et b e e e e et e e vang semuld menduduks
jabatan ..., dibebaskan menjadi jabatan
pelaksana.

Atas penurunan jabatan terzebut, halk-hak kepegawzaian
dari 3dr. disesuaikan denpan
Jabatan terbaru.

Pengangkatan dalam jabatan yang bary dalam rangks
pemhbebasan dan Jabatannya menjadi jabatan pelaksana,
ditetapkan dengan keputusar tersendini sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.



KELIMA

KEENAM

Tembuaan Yih:

| P

Keputusan ini mulai herlaku pada hari kega ke-15 (lima
belas] terhitung mulai tamggal PNS vang bersanghkutan
menerima keputusan ataw han kena ke-15 (lima helas)
gejak langgal dittnmanya keputuzan Hulkuman Disiphin
vang dikinm ke alamat PNS yvang hersangkutan

Keputusan ini disampaikan kepada wvang beraanghkutan
Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dhtetapkan di ...
pada tangeal ......_., e

2. Depuli Bidang Fistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di-lakarta; dan
3, Pejabat luin yung dianggap periw.

*| Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

i Contgh Format Keputusan Hukuman [hsiplin Pembechentian Dengan
Haotmat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

KEPUT U SAN i T

kMenimbang

MOMOR .. i,

TENTANG

...................................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Y

bahwa tenyIut hasil pemernksaan odr.

...................... ., NIF. ... tah terbukh
melakulkan perbugtan berupa.

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelangparan
terhadap ketentuan  Pasal...., ayar..., bhgraf.,
angka. ..., Peraturan Pemerintsh Nomor 94 Tahun
2021,

[
===

hahwa untuk menegakkan disipling perlu menjatuhkan
hukuman disiplin ¥ang setimpal dengan pelangparan
diziplin yang dilakukannva,

bahwa béerdasarkan pertdmbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurefl b, horaf o, dan huref
d perlu mepetapkan Keputusan fentang Pepjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian dengan
Hormat Tidak Atas Permintasn  Scndin sebagal
Fegawai Negeri Sipil;



Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

1. Undang-undatig Neomor 3 Tahun 2014 tentang
aparatur Sipil Negara,

2. FPeraturan Pemerintah Nomoer 94 Tahun 2021 teneang
Disiplm Pegawal MNegeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor & Tahun
2022 tentang Feraturan Pelaksanaan FPeraturan
Femenintah Nomeor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
FPegawai Negeri Sipil;

MEMUTLISKAN :

Menjatuhkan bukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormatl tidak atas permintaan  sendiri sebagai
Pegawa Negen Sipil kepada:

Mama :
Pangkat L
Jabtatan D
Unit Keria D

karena yvang bersangkutan pada tangpal |, N

telah melakukan perbuatan yang m&langgar ketentuan
Pasal.. avat.. huruf,...., angka... Peratyurarn
Pf:rneﬂntah Nc:mc:r 94 Tahuty 2021.

Hepada Pegawal Neperi Sipil tersebut dalam Diktum
RESATY, diberikan hak-hak kepegawaian sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

keputusan ini mulai berlaly pada har kerja ke-15 [lima
belas] terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan
menetitng Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanva keputusan Hukuman Disiplin
yang dikinm ke alamar PNE yvang bersangkutan

Keputusan imi disampaikan kepada yang bersanpkutan
Untnk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Oitetapkan dh ...
pada tanggal .. L ..

2 Deput] Brdang Siatem lﬂﬁ:lrmﬂﬂl hepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakara, dan
3. Pejabat lain vang dianggap perlu.

*} Tulislah nama jabatan dati Pejabat yang Berwenang Menghukoum.



18. a. Contoh Kasus Pertimbangan dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin
Coantoh:

sdn. Arana Scedibya, seotang PNS pada suatu Perangkat Daerah
telah melakukan penggelapan barang-barang milik Daerah berupa
alat rulis kantor [ATK] untuk kepentingan pribadi dan terbgkt
melanggar larangan yang berdampak nepatf pada instansi vang
bersangkutan. Sehingga oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
dapat dyatuhkan Hukumati [Disiplin sedang. Dengan demikian,
berdasarkan  hasil  pertimbangan  Pejabat vang  Berwenang
Menghukum maka:

1) apabila yantg bersangkutan baru perteona kali melakukan
perbuatan  tersebut  dan terpaksa  melakulannva  harena
kebutuhan  ekonomi yang  mendesak, maka Pejabat  yang
Berwenang Menghubkurm menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat
sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (=zatu)
tahun.

4} apabila yang bersangkutan melakukannyva karena untuk wencari
keuntungan pribadi atas memperkaya diri, maka dapat diberikan
Hukuman [hsiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 featu) tahun.

b, Contoh Kasus PN3 vang Melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin.
Contoh:

Sdr. Budaryamio, Penata Muda Tk. 1, golengan ruang II[/b, jabatan
Fejabat Pempawas pada suane Perangkat Daerah. Yang bersangkutan
Jdiduge telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan
pemeriksaan oleh  atusan  langsungnva  temyata di samping
menyalahgunalkan wewenangnya, yang bersarnpkutan juga menerima
hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal
demikian. yang bersangkutan difatuhi 1 [satu) jenis Hukurman Disiplin
yarng terberat.

. Contoh kasus Penjatubhan Hukuman Disiplin yanp Lebih Berat dari
Hukuman Bisiplin terakhir vang Pernah Dijatuhkan Kepadanya.

Contoh!

Sdri. Liviana Dewi, 5.H., polongan mang [[/b, seorang PNS pada
suatu Perangkat Daerah, pada tahun 2021 melakukan Pelanggaran
Digiplim tdak metaksanakan tugas kedinasan wang dipercayakan
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, yang
herdampak negatif tethadap Unit Kerja. Yang bersanpgkutan telah
difatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran tertulis.

Kemudian pada tahun 2022 yang bersangkutan mengulang
perbualan yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Liviana Dewi, 3.H.,
dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin
terakhir yang pettidh dijatulikan kepadanya yditu Hukirban Disiplin
Ringan berutpa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secarn
tertulis cleh Pejabat yang Berwvenang Menphukum.



19.

20

Contoh Kasus Mekanisme untulk Doduk Kembali ke Jabatan Semula,
Setingkat, atau Jabatlan Tain

Conlaohl; Sdn. Michela Bakt, 5.7T., Pgabat Admmistrator di suatuy
Perangkat Cacrah Kabupaten, dikenakan Hukuman Dizsiphin Berat herupa
penurunan jabatan setinghkat lebih rendah. Setelabh selesalb menjalami
Hukueman Disiplin, jika yang bersangkuten ingin kembali menjadi Pejabat
Administrator yang hersangkutan terlebih dahulu mengikuti mekanisme
pengizian jabatan pada instans tersebut.

. Conloh Kasus Pelaksana yang Mendapatkan Hukuman Disiplin
EetupaPenurunan jabatan setingkat lebilh rendah.

Contoh:

Sdr. Alfian Rasyidi, A.Md., jabatan Teknisi Sipil pada suatu
Ferangkat Daerah. Yang bhersamghkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa penurunan jabaran setingkat lebih rendah. Dalam hal
demikian, apabila yebelumnya yang bersangkutan menduduki kelas
jabatan 6, maka vang bersanglutan diturunkan ke dalam kelas
yabatan 3 pada instansi yang bersangkutan,

b. Contoh Kasus Pelaksana yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa
Fenurunan ke Dalam Kelas Jabatan Terendah.

Cuntoh:

Sdr1. Lamana Septriyant, menduduki jabatan Pengadministasi
Umum pada suaru  Perangkat Daerabh, Lerdasarkan  hasil
pemerniksaan vang bersangkuran dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
pembebasan dan jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan. Pada saat penjatuhan Hukuman [Disipling, vang
bersangkutan menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5. Kelas
Jabatan terendah pada instanst tersebut yaitu kelas jabatan 3.
Calarn hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa penurunan dari kelas jabatan 5 menjadi kelas jabatan 2
selama 12 (dua belas) bulan,



¢. Contoh Format Keputusam TTukuman Disiplin Penurunan Kelas
Jabatan Bagi PNS vang Menduduki fabatan Pelaksana

KEPUTRISAN .vovi oo )

Memmbang

Mengingat

Menetaplan
KESATU

KEDLA

TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a. habwa menurut hasil pemerilesaan Sdr. ..
MNIF, el . telah terbukti  melakukan
perbuatan berupa.._.......... e

-

b bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Fasal. .., ayat..., hurof .,
angka...., Peraturan Pemerintgh Nomor 94 Tahon 2021:

PR

Lahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yangp sctimpal dengan pelanggaran
disiplin vang dilakulkannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimalesud dalatn huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu - menctapkan HKeputusan lentang Penjatuhan
Hukuman Digiplin Berupa Penurunan Kelas Jabargn
selama 12 (dua belas] bulan;

I. Undang-undang Nemoer 5 Tahun 2014 tentang aparatur
Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Dimiplin Pegawai Negeri Sipil;

'
P

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksansan Peraturan
Pemerinitabl Nomor 94 Tahun 20271 tentang Disiplin
Pegawal Megen Sipil;

MEMUTLUSKAN -

Menjatuhkan hukumar disiplin berupa Penurunan Kelas
Jabatan selama 12 [dua belas) bulan kepada;

MNema

NIP
Fangkat
Jabatan
Uit Kerje

lcarena yang bersanghutan pada tanggal ..., .
telah  melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Fasal....., ayat..., ‘hurul...., anpka..., Peraturan
Pemerintah Nomat 94 Tahup 2021,

Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ... . . Sdr



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan ¥th

L

o yanp =emula menduduki kelas jabatan ...
dltl.[run}-:an menjadi kelas jabatan .........

Atag penuranan jabatan tersebut, hak-hak Kepegawaian

dari 3dr disesuaikan dengan
jahatan terbaru,

Keputusan ini mulai berlaku pada har kerja ke-15 [lima
belas) terhitung mulai tanggal PNS vanpg hbersangkutan
menerimsg keputusan atau hari kerjg ke-15 (lima belas)
scjalc tanggal ditenmanya kepurusan Hukuman Dhsiplin
vang dikinm ke alamat PNS yang betsangkutan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersanghkutan
Untuk dilaksanakan achbagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........ooocoii .
pada tangeal ...

2. Deputi Bidang Sistem Inr-urmﬂ;s: hepepawaiun Lnlan Kepegawaian Negara dl Jakars; dan
3. Pejabal Jaun yang dienggap porla.

*I Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



21. {Contoch Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman
Disiplin

Kepada

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saydara, yuntuk menghadap kepada;

Nama

HIF
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

pada

Hari U )

Tanggal
Jam
Tempat

untuk menerma Keputusan ... ... y OO0 oo vve .., tanegal o
tentang penjatuhan hukuman disiplin ...,
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

oM

Tembusan, Yih:

| USSR PPPPR ;

2, Felabal Jain yang dianpgap perla.

"y Tulialah nama jabatan dasi pppabar vang menandutangant surat panggilan,
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Contoh Kasus Batas Waktu Selesainya Hukuman Disiplin Ringan.
Contoh:

a. Balam  hal PN3 menerima  langsung Keputuszan Hukuman
Dimplinniya.
S3dn. Georgia Fransisca, menduduki Jabatan Pelaksana pada suatuy
FPerangkat [acrah, yang berzangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
ringan berupa teguran lisan.  Keputusan Hukuman Disiplin
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tangeal 1
Februari 2022 Kemudian yang bDersangkutan dipangeil untuk
menerima Keputusan tersebut pada tangsal 8 Februar 2022, dan
hadir pada tanggal terasbut. Hulkuman Disiplin ringan berupa
teguran lisan bagi PNS yang berzangkutan mulai berlaku pada
tangeal 2 Maret 2022, dan selesai dijalani pade saat itu juga.

b. Dalam hal Keputysan Hukuman Disiplin dikiritmkan kepada PNS
vang bersangkutan,

Sdr. Kurmia Prasetya, menduduki Jabatan Pelaksana pada auatu
Ferangkat Daerah, yang berzanghutan dijatuhi Hukuman Disiplin
ringan berupa teguran lisan. Kepulusan Houkuman Disiplin
ditetaplan oleh Pejabatl yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1
Februari 2022 Kemudian yang bersangkutan dipanpgil untuk
trenerima. Keputusan tersebut pada tangpal 8 Februart 3022, skan
tetap yang bersangkutan tidak hadir. Keputusan Hukuman Disiplin
dikinmnkan kepada PNS yang bersangkutan pada tanggal 10 Februan
2022, dan ditenma di alamat yang bersangkutan pada tanggal 14
Februart 2022 Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagr
FN3 yang bersanglutan mulai berlaku pada tangpal 8 Maret 2022,
dan selesai dijalan pada saat itu juga.

Contol kasus Penghentian pembayaran gaji PNS vang Tidak Masuak
Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Tanpa Alasan yvang Sah
Secara Terus Menerus Selama 10 [gepuluh) Hard Kena.

Contoh 1:

Sdri. Merizsa Kalina, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak
Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah =zelama 10 [sepuluh) bar kefa
gecara tetua menerus pada bulan Oktober 2022, sehingpa pada bulan
HNovember 2022 paji yang bersangkutan dihentikan, Bamun berdasarkan
haszll pemenksaan terhadap vang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran
tanpa alasan vang sah yvang dilakukan oleh yang bersangkutan hanva
sejumlah 5 (lima] hari ketja saja. Dalam hal demikian, gaji vang
bersangkutan dihentikan hamus dibayarkan kembali sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Contoh 2

Sdr. Putra Yulianus, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama
10 jzepulubj hari kena secars terus menerus tdak Masuk Kega tanpa
keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober
2022 Gap yang bersangkutan pada bulan Movember 2022 tetap
dibavarkan penuth, Dalam  hal demikian, apabita berdasarkan
pemeriksaan terbukh bahwa ketidakhadiran tanps keterangan vang sah
vang dilakukan oleh yvang bersangkutan adalah enar sejumlah 10
[seilub] han kerga maka, gaji bulan November vang telah dibavarkan
kepada yang bersanghkutan harus dikembalikan Kepada negara, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



24,  a. Contoh Kasus PNS yang sedang menjalani Hukuman Diaip-lin dan
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman
Disiplin yvang lebih berat.

Contoh:

Sdr. Sukriwan, jabatan Kepala Subbidang Administrasi dan
Dokumentasi Hukum pada Perangkat Daerah, sedang menjalani
Hukuman Disiplin berupa penurunan panglkat setinglat lebih
rendah selama 1 (satu] tahun. Dalam jangka walktu yang tidak
terlalu lama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran Disiplin
lebih berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukumag
Disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun dianggap selesai, dan yang bersangkutan
lfangsung menjalani hukuman disiplin berupa penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas} bulan,

b. Contoh Kasus PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman
Disiplin yang lebih berat.

Contoh:

Sdri. Rima Mawardiany, Jabatan Kepala Subbidang Ketertihan
Umum, sedang menjalani Hukuman Disiplin Berupa Penurunan
jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas] bulan. Dalam
jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan
melakukan pelanggaran Disiplin lebih ringan berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal
demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir yang berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
baru dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani
hukuman disiplin yang terdahulu yakni penurunan jabatan
setinglkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

¢. Contoh penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah pada instansi
yang Memililki Tingkat/ Eselonisasi jabatan,

Contoh:

Sdr. Fajar Handoyvo Gumilang, Jabatan Kepala Dinas suatu
Perangkat Daerah dengan Eselon Il.b. Apabila yang bersangkutan
melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan harus dijatuhi Hukuman
Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 (dua belas) bulan. Maka yang bersangkutan diturunkan ke
dalam jabatan eselon I1l.a.




